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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja -SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja - SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu
kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2023 merupakan Rencana
Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan
dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten
Sumedang Tahun 2018 — 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2022 ini disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Covid-19;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 64);



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanggunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok—-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan DaerahNomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor ....);

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan
daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

daerah Kabupaten Sumedang;



40. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya

41.

42.

43.

Sunda (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);

Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2019 Nomor 111);

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2022 Nomor ...).

Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah;

44. Peraturan Bupati nomor ..... tahun 2022 tentang uraian jabatan struktural

45.

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Peraturan Bupati nomor 83 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang

memuat program dan kegiatan di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten

Sumedang. Renja  menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan

argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta

sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kesatuan

bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumem
Pelaksanan Anggaran (DPA) serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun

2023;

Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dengan implementasi program
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dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan

Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang dalam menilai implementasi program serta kegiatan

operasional Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan
rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna
mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik 2018-2023 yang merupakan
penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu penjabaran dari capaian-capaian sasaran
yang ditargetkan dalam RPJMD dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Badan
Kesatuan bangsa dan Politik selama lima tahun. Disamping itu dalam kerangka
pembangunan tahun 2023, maka program dan kegiatan yang direncanakan
merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 Pelaksanaan Kinerja
Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung
yang anggarannya deperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung Terdiri dari
Belanja Urusan PD dan Belanja Lansung Urusan Wajib (Program), dengan ruang

lingkup kegiatannya, dapat dilihat pada lampiran I .

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator
Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 berdasarkan
Perubahan Renstra 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Rata-rata realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang tahun 2022 sebesar 100%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017
termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan

antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di

bawah ini :
Tabel 2.1.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Kriteria

Strategis Kinerja 9 Kinerja Penilaian
g/leemngr?;r?gga Tingkat Cipta
masyarakat Egzgiif % 100% 100% Sangat Tinggi
terhadap ideologi 100%




Negara nilai-nilai
budaya lokal
dalam kehidupan
bermasyarakat

e

Meningkatnya
pembinaan
terhadap
pengurus atau
anggota partai
politik dalam
kehidupan
berdemokrasi

Tingkat Bina
Demokratisasi

%

100%

100%

100%

Sangat Tinggi

Rata-rata

100%

Sangat Tinggi

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang

2.1.1.a

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja “Tingkat Cipta Kondisi Kondusif’ tahun 2022 sebesar 100%, dan Target kinerja

tercapai sebagaimana mestinya. Adapun penjelasan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.1.a

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Tahun 2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi i?ﬁ:;;n Kriteria Kinerja
Meningkatnya
pemahaman Sangat Tinggi
masyarakat terhadap . . 100% 100% 100
. h .-+ | Tingkat Cipta
ideologi Negara nilai- . . persen
o Kondisi Kondusif
nilai budaya lokal
dalam kehidupan
bermasyarakat
Sumber : Badan Kesbangpol 2022
a. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Cipta Kondisi Kondusif

tahun 2022 tetap sama yaitu 100%, dan Capaian Kinerja tercapai dan teralisasi.

Tabel 3.1.1.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif

Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Indikator Tahun 2021 Tahun 2022
: N Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realsiasi | Capaian Ket.
Strategis Kinerja N o M N L
Kinerja | Kinerja Kinerja | Kinerja Kinerja
Meningkatnya Tetap
pemahaman sama
masyarakat .
terhadap 'Cl':lingg:at
ideologi Negara Kopn disi persen | 100% 100% 100% 100% 100%
nilai-nilai budaya .
Kondusif
lokal dalam
kehidupan
bermasyarakat

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, target jangka menengah “Tingkat Cipta Kondisi Kondusif’ 100%,

dan realisasi dari target 100% tercapai di Tahun 2022.




Tabel 3.1.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Konisi Kondusif
Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Persentase
Target Sasaran Realisasi Target Realisasi Target
Indikator Kinerja Akhir RPJMD | Sasaran RPIMD | Sasaran RPJMD
(Tahun 2023) Sampai Tahun Sampai Tahun
2022 2022
Tingkat Cipta Kondisi Kondusif 100% 100% L00%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Cipta Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang tidak
merujuk terhadap Indikator Kinerja Sasaran dikarenakan tidak masuk prioritas Indikator
Kinerja Utama di Tingkat Nasional ataupun Provinsi. Walaupun tidak masuk dalam Indikator
Sasaran Utama tingkat Provinsi maupun Nasional, Indikator Sasaran Tingkat Cipta Kondisi
Kondusif di Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas
daerah di Kabupaten Sumedang dengan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan
Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan
permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu
kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.1.d
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Konidis Kondusif
Provinsi/Nasional Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Tahun Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ket
Sasaran Indikator Satuan 2021 2022 )
Strategis Kinerja Provinsi/N | Kabupate | Capaian | Provinsi/N | Kabupate | Capaian
asional n Kinerja asional n Kinerja
Meningkatny
a
pemahaman
masyarakat - 100 100 - 100 100
terhadap Tingkat
ideologi Cipta
Negara nilai- | Kondisi persen
nilai budaya | Kondusif
lokal dalam
kehidupan
bermasyarak
at

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

d.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif
Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Cipta Kondisi Kondusif (Jumlah potensi konflik yang
tertangani /Jumlah potensi konflik)x100%, adapun Keberhasilan, kegagagalan dan Solusi/Tindak lanjut
dalam Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU “Tingkat Cipta Kondisi
Kondusif tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari
beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan) :
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Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud
membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten
Sumedang. Kegiatan tersebut melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas di
Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh perwakilan pengurus ormas di
Kabupaten Sumedang dengan outcome Tertibnya Ormas di Kabupaten
Sumedang baik dari sisi administrasi maupun aktivitas ormas yang membangun
dan berkontribusi baik terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang.

. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan
(jemput bola) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang
berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke
Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data
jumlah ormas yang dibina kategori aktif. Kegiatan tersebut melibatkan Tim
Validasi Ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome terciptanya akurasi
data jumlah ormas yang dibina kategori aktif di Kabupaten Sumedang.

. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud Membina
dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di
Kabupaten Sumedang. Rakor Forkopimda yang dilaksanakan tigfa kali setiap
bulannya menghasilkan berbagai kebijakan yang dapat menguatkan kebijakan
daerah yang didukung oleh seluruh unsur Forkopimda. Berbagai hasil
keputusan rakor Forkopimda menjadi rujukan kebijakan daerah yang
diimplementasikan oleh seluruh SKPD dan Instansi vertical yang ada di
Kabupaten Sumedang. Sehingga perlunya rakor FORKOPIMDA yang
melibatkan unsur FORKOPIMDA dan stakeholder yang terkait dalam
penanganan dan pencegahan masalah yang timbul di Kabupaten Sumedang
dengan outcome menciptakan Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang
dengan menghasilkan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan
Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai
pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang
dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan
secara optimal.

Secara garis besar segala bentuk potensi konfik yang terjadi di kabupaten
sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertical (TNI, POLRI,
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KEJARI, DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik
yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di
Kabupaten Sumedang

. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan
pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan Virtual dengan upaya
Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan
mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka
jaringan informasi dari tinkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomukasi
dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai
dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 45
potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audensi dan unjuk rasa
di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM,
6 potensi konflik EKONOMI,2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi
konflik SOSIAL);

- 14 potensi konflik yang berbentuk audensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1
potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pemecahan
permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan
menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara
optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konfik yang terjadi di
kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertical (TNI,
POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi
konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di
Kabupaten Sumedang.

Sebagai bentuk keberhasilan dari aktivitas sub kegiatan Kewaspadaan Dini
Daerah yaitu adanya kondisi daerah kabupaten sumedang yang kondusif
sehingga pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat berjalan dengan lancar. Dampak dari keberhasilan pelaksanaan
pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah
kabupaten sumedang meraih berbagai macam penghargaan baik pusat
maupun provinsi yang merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sumedang. Ada 122
penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten sumedang, hal ini
berdampak terhadap besarnya dana insentif daerah yang diterima oleh pemkab
sumedang untuk membiayai pembangunan diwilayah kabupaten sumedang

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

12



Salah satu contoh kasus keberhasilan adanya aktivitas sub kegiatan
kewaspadaan dini daerah pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022
terjadi unjuk rasa warga kecamatan Surian yang menuntut penolakan
kehadiran Presiden Joko Widodo di Surian untuk meresmikan proyek
Bendungan Sadawarna. Pemerintah  kabupaten sumedang melalui
Bakesbangpol dengan sigap merespon aksi unjuk rasa tersebut dengan
memberi alternative solusi agar masyarakat Surian tidak menolak kehadiran
Presiden Joko Widodo. Pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022
Bupati Sumedang menugaskan Kepala Bakesbangpol dan unsur terkait untuk
menyelesaikan permasalahan di kecamatan Surian agar susansa menjadi
kondusif. Pada hari itu Kepala Bakesbangpol Bersama Dinas PUTR
mengerahkan alat berat untuk membuat jalan alternative Cimuncang-
Nanjungwangi sebagai bentuk respon terhadap tuntutan masyarakat yang
menginginkan adanya jalur alternative disamping jalan utama yang akan
dibangun pihak Bendungan Sadawarna. Berkat kesigapan Tim Kewaspadaan
Dini Daerah dapat menggalang warga masyarakat yang awalnya mengadakan
pengajian untuk menolak Presiden Joko Widodo pada Senin malam tanggal 26
Desember tahun 2022, masyarakt menyelenggarakan Istigosah Bersama
berdoa untuk kelancaran pelaksanaan peresmian Bendungan Sadawarna.

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 Presiden Joko Widodo
dating ke Surian untuk meresmikan proyek Bendungan Sadawarana. Pada saat
itulah Bupati Sumedang menyampaikan keberhasilan Pemkab Sumedang
dalam program Kemiskinan dan Pencegahan Stunting melalui Platform Digital
aplikasi SIMPATI, Presiden Joko Widodo merasa tertarik dan mengundang
Bupati Sumedang untuk mempersentasikan aplikasi SIMPATI tersebut di Istana
Negara. Pada tanggal 2 Januari tahun 2023 dihadapan Menteri Sekretaris
Kabinet dan para Menteri Koordinator Bupati Sumeang mempersantisakn
platform digital tentang aplikasi SIMPATI terkait Pencegahan Stunting dan
Kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Bupati Sumedang diundang
menjadi pembicara pada kegiatan Rakornas pengendalian inflasi daerah di
Sentul Bogor untuk menyampaikan Program Penanganan Kemiskinan dan
Pencegahan Stunting dihadapan para Menteri, Kabinet kerja, para Panglima
Kodam, para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Inodnesia. Tindak lanjut
dari kegiatan di Sentul tersebut Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada
50 Bupati/Walikota yang memiliki angka stunting tertinggi untuk melakukan
studi tiru ke Kabupaten Sumedang. Semenjak adanya perintah Presiden
tersebut, sampai saat ini sudah ada 161 Kementerian/Lembaga/Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang sudah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten

Sumedang untuk belajar aplikasi SIMPATI terkait program penanganan
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kemiskinan dan pencegahan stunting. Dan ada 20 Kab/Kota yang sudah
melakukan kerjasama tenatng aplikasi SIMPATI terkait program penanganan
kemiskinan dan pencegahan stunting.

Semua keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya aktivitas sub kegiatan
Kewaspadaan Dini Daerah dan Rakor Penanganan Konflik Sosial, yang
memberikan kontribusi terhadap kondisi kondusivitas daerah sehingga
pemerintah kabupaten sumedang dapat melaksanakan semua program
kebijakan dengan tertib, aman dan lancar yang pada akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan
rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H
tahun 2022 bekerjasama dengan unsur instansi vertical (TNI, POLRI) dan
SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi,
kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di
Kabupaten Sumedang.

. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan untuk
memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten
Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten
Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna
keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan
antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hokum yang
dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.

. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud
untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat
kabupaten sumedang dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang
aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan
terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah
kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tinkat
Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomukasi dan koordinasi dengan Tim
Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022

di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri
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dari jenis laporan audensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan
rincian sebagai berikut :
- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM,
6 potensi konflik EKONOMI,2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi
konflik SOSIAL);
- 14 potensi konflik yang berbentuk audensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1
potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)
Sehingga perlunya rakor Penanganan KOnflik Sosial sebagai pencegahan
permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan
menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara
optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konfik yang terjadi di
kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertical (TNI,
POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi
konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di
Kabupaten Sumedang.
8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud
meningkatkan sinergitas dan probabilitas melalui Pemda dengan instansi
vertikal dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna keberlangsungan
program pembangunan di kabupaten sumedang.
9. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud memiliki
kemjuan Intelijen sehingga Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat bias
menghasilkan jaringan yang bias berbagi informasi akurat yang terjadi di
wilayah Kabupaten Sumedang terhadap deteksi dini kerawanan-kerawanan
bias teratasi di kabupaten sumedang.
10.Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter
kebangsaan) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan melaksanakan
Kemah secara terbuka di alam bebas dalam rangka meningkatkan kualitas dan
solidaritas dalam Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku,
etnis dan agama di Kabupaten Sumedang.
11.Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :
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12.

13.

14.

15.

16.

- Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda pemudi Indonesia
dan seluruh rakyat nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang
para penjajah.

- Mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia.

- Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan
Indonesia.

- Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat
Indonesia untuk bersatu.

- Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia.
Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi
pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud

membangun karakter muda yang lebih memahami nilai-nilai luhur pancasila.

Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan

ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Gugus tugas daerah di kabupaten sumedang;

- membangun karakter Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Sumedang sebagai
upaya membangun dan mendorong pembangunan sumber daya manusia
untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah;

Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan

karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Pelajar dan kaum muda berjiwa NKRI yang merdeka, Bersatu,

berdaulat, adil dan Makmur bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan

mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju
tanpa melupakan kebudayaan bangsa sendiri.

Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan kegiatan kemah

secara terbuka di alam bebas, guna meningkatkan kerjjasama yang bai kantar

ormas dengan pemerintah serta memantapkan kesadaran kehidupan
bernegara Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pemantapan persatuan dan
kesatuan bangsa.

Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program

peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi

penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan

rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten

Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Natal tahun 2022 dan Tahun Baru
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2023 bekerjasama dengan unsur instansi vertical (TNI, POLRI) dan SKPD
(Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang
aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten

Sumedang

e Kegagalan/Kendala :

1.

Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan secara virtual, dengan melibatkan
Tim terpadu Pengawasan Ormas yang dihadiri pengurus ormas, setidaknya
tingkat kehadiran yang sedikit kurang dari jumlah total undangan peserta
kegiatan pengawasan ormas di kabupaten sumedang menjadi permasalahan

dalam kegiatan tersebut;

. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan) :
Beberapa ormas tidak memberikan data dan informasi dalam hal perpindahan
tempat secretariat dan pergantian pengurus, serta secretariat ormas tidak
memiliki atau memasang plang secretariat di alamat masing-masing.
Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Adanya hasil kebijakan/keputusan Rakor yang belum bisa dilaksanakan secara
optimal.
Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan
pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
Pelaporan data informasi terkait stabilitas daerah di kecamatan melaui Kasi
Pemerintahan Umum belum optimal secara rutin melaporkan.
Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kemacetan yang terjadi dibeberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena
adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam
Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.
Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Dalam satu perusahaan selalu ada Tenaga Kerja Asing yang kelengkapan

dokumen adminsitrasinya belum lengkap;
- Kekurangan penerjemah Tenaga Kerja Asing dalam suatu perusahaan

dalam memudahkan kegiatan Pemantauan Orang Asing di perusahaan.

. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan

nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
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Belum adanya kesamaan visi dan pemahaman dari SKPD dan Instansi vertical
dalam menginventarisasi permasalahan konflik social yang terjadi, sehingga
belum adanya data masalah yang dapat menimbulkan konflik

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Keterbatasan anggaran yang belum mengcover seluruh SKPD terkait guna
mengoptimalkan kualitas TIM FORKOPIMDA

9. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Radikalisme yang menjadi kaum tertentu dan kemajemukan agama, etnis, suku
dan identitas yang berbeda dalam kemajemukan menjadi penyebab terjadinya
konflik antar anak bangsa.

10.Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter
kebangsaan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas
kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku, etnis dan
agama di Kabupaten Sumedang

11.Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan) :
Pengaruh negative dan modernisasi perkembangan tekhnologi informasi bagi
generasi muda yang salah terkait penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak,
tawuran antar pelajar dan kasus lainnya.

12.Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi
pancasila dan karakter kebangsaan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas
kegiatan

13.Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan
ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :
Masih adanya Terorisme, bahaya penyalahgunaan narkoba dan permasalah
angka gizi buruk, stunting, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak di
Kabupaten Sumedang.

14.Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan
karakter kebangsaan) :
Penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda masih terpusat pada
Pendidikan formal

15.Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :
Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas

pelaksanaan kegiatan
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16.Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program
peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial) :
Kemacetan yang terjadi dibeberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena
adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam

Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.

e Solusi/Tindak Lanjut :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau
tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke
lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.

2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan) :
Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Ketrangan Pelaporan
Ormas(SKPO)) dilaksanakan survey ke lapnagan untuk mengecek terlebih
dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait perpindahan
sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten
sumedang.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan
kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan
update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaanya.

1. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :

Pelaporan data informasi terkait disetiap kecamatan akan dilaporkan melalui
aplikasi SIDAKOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya
berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.

1. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan adanya cara bertindak dari apparat kepolisian yang mengatur
rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat etrurai dan berjalan lancar.

2. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait
Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan
terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan

instansi vertical dan instansi terkait;
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10.

- Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa
penerjemah Bahasa(translate)

Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional

dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertical terkait permasalahan

yang tergabung di Tim Penanganan Konflik SOsial di Kabupaten Sumedang,

guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten

Sumedang

Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya.

Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Menguatkan nilai-nilai bhineka tunggal ika untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa.

Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter

kebangsaan) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya.

Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan

karakter kebangsaan) :

Dengan diadakannya refleksi nilai-nilai sumpah pemuda dan peringatan hari-hari

pahlawan

Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila

dan karakter kebangsaan) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya

Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan

ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Ditingkatkan kembali guna penguatan GNRM di Lingkungan SKPD dan

kecamatan dengan Narasumber TNI, POLRI, Bakesbangpol dan instansi terkait

lainnya

Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan

karakter kebangsaan) :

Perlu penguatan nilai-nilai ideologi pancasla bagi generasi muda melalui Bimtek

Wawasan kebangsan dengan Narsum TNI, POLRI, BNNK dan Bakesbangpol

Kabupaten Sumedang
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11. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan

kemasyarakatan) :

pengawasan organisasi

- Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya;

- Dilaksanakan kembali kegiatan Jambore Ormas guna berkesinambungan

setiap tahun dimaksudkan agar setiap ormas dapat secara bergiliran menjadi

peserta dari kegiatan jambpre ormas.
12. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan

kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan

konflik sosial) :

Perlu kiranya antisipasi adanya perubahan kepadatan arus lalu-lintas melalui

wilayah kabupaten sumedang seiring ditetapkannya wilayah Sumedang sebagai

jalur alternative prioritas.

f.Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif tahun

2022 sebesar Rp. 4,824,795,000,00 yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realsiasinya sebesar Rp.

4,810,642,439.00 atau 99,50%.

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.d

Persentase Tingkat Cipta Kondisi (DPPA Tahun 2022)

. . Satuan
Program Anggaran Realisasi %
308.089.650,00 99,38
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 310.000.000
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
500.000.000 499.743.950,00 99,95
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 350.000.000 348.500.000,00 99,57
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 3.664.795.000 3.654.308.830,00 99,08
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
4.810.642.430,00 99,50

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase
Tingkat Cipta Kondisi Kondusif tahun 2022 adalah 99,50%.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.e

Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Tahun 2022

Indikator Capaian Cap_aian_
Sasaran L AL Realisasi . :
. Kinerja Kinerja Efisiensi Keterangan
Strategis Anggaran
Sasaran Sasaan
Program
5)=(3) -
@) (2) ®) (4) K (6)
Meningkatnya
pemahaman Tingkat Cipta
masyarakat Kondisi 100% Sangat Efisien
terhadap Kondusif
ideologi Negara 100% 0%
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nilai-nilai

dalam
kehidupan

budaya lokal

bermasyarakat

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif, adapun

Keberhasilan, kegagagalan dan Solusi/Tindak lanjut dalam Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan yang

menunjang terhadap IKU “Tingkat Cipta Kondisi Kondusif’ tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten

Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1.

17.

18.

Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud
membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten
Sumedang. Kegiatan tersebut melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas di
Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh perwakilan pengurus ormas di
Kabupaten Sumedang dengan outcome Tertibnya Ormas di Kabupaten
Sumedang baik dari sisi administrasi maupun aktivitas ormas yang membangun
dan berkontribusi baik terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang.

Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan
(jemput bola) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang

berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke

Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data
jumlah ormas yang dibina kategori aktif. Kegiatan tersebut melibatkan Tim
Validasi Ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome terciptanya akurasi
data jumlah ormas yang dibina kategori aktif di Kabupaten Sumedang.

Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud Membina
dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap
kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di
Kabupaten Sumedang,. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di kabupaten
sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis
laporan audensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian

sebagai berikut :
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- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM,
6 potensi konflik EKONOMI,2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi
konflik SOSIAL);

- 14 potensi konflik yang berbentuk audensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1
potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor FORKOPIMDA yang melibatkan Tim FORKOPIMDA
dan stakeholder yang terkait dalam penanganan dan pencegahan masalah
yang timbul di Kabupaten Sumedang dengan outcome menciptakan Kondisi
Kondusif di Kabupaten Sumedang dengan menghasilkan berbagai upaya
Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta
Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di
wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan
keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Secara garis besar segala bentuk potensi konfik yang terjadi di kabupaten
sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertical (TNI, POLRI,
KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik
yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di
Kabupaten Sumedang

. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan
pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan Virtual dengan upaya
Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan
mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka

jaringan informasi dari tinkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang

berkomukasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah
Kabupaten. Sampai dengan Triwulan IVtahun 2022 di kabupaten sumedang
telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audensi
dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM,
6 potensi konflik EKONOMI,2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi
konflik SOSIAL);

- 14 potensi konflik yang berbentuk audensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1
potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI)

Sehingga perlunya rakor Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pemecahan
permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan
menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara

optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konfik yang terjadi di
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kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertical (TNI,
POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi
konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di
Kabupaten Sumedang

. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan
rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H
tahun 2022 bekerjasama dengan unsur instansi vertical (TNI, POLRI) dan
SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi,
kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di
Kabupaten Sumedang.

. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan untuk
memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten
Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten
Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna
keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan
antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hokum yang
dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.

. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud
untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat
kabupaten sumedang dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang
aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan
terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah
kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tinkat
Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomukasi dan koordinasi dengan Tim
Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan [Vtahun 2022
di kabupaten sumedang telah terjadi 45 potensi konflik/kejadian yang terdiri
dari jenis laporan audensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan

rincian sebagai berikut :
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- 31 potensi konflik yang berbentuk Unjuk rasa (4 potensi konflik HANKAM,
6 potensi konflik EKONOMI,2 potensi konflik BUDAYA dan 19 potensi
konflik SOSIAL);

14 potensi konflik yang berbentuk audensi (11 potensi konflik SOSIAL, 1
potensi konflik POLITIK dan 2 potensi konflik EKONOMI) Sehingga perlunya
rakor Penanganan KOnflik Sosial sebagai pencegahan permasalahan yang
terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan
keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar
segala bentuk potensi konfik yang terjadi di kabupaten sumedang telah
tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui
Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertical (TNI, POLRI, KEJARI ,
DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi
tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten
Sumedang.

. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud
meningkatkan sinergitas dan probabilitas melalui Pemda dengan instansi
vertikal dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna keberlangsungan
program pembangunan di kabupaten sumedang.

. Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud memiliki
kemjuan Intelijen sehingga Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat
bisamenghasilkan jaringan yang bias berbagi informasi akurat yang terjadi di
wilayah Kabupaten Sumedang terhadap deteksi dini kerawanan-kerawanan
bias teratasi di kabupaten sumedang.

. Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter
kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan melaksanakan
Kemah secara terbuka di alam bebas dalam rangka meningkatkan kualitas dan
solidaritas dalam Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku,
etnis dan agama di Kabupaten Sumedang.

. Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda pemudi Indonesia
dan seluruh rakyat nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang
para penjajah.
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10.

11.

12.

- Mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia.

- Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan
Indonesia.

- Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat
Indonesia untuk bersatu.

- Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia.
Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi
pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud

membangun karakter muda yang lebih memahami nilai-nilai luhur pancasila.

Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan

ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Gugus tugas daerah di kabupaten sumedang;

- membangun karakter Gugus Tugas GNRM di Kabupaten Sumedang sebagai
upaya membangun dan mendorong pembangunan sumber daya manusia
untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah;

Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan

karakter kebangsaan) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud :

- membentuk Pelajar dan kaum muda berjiwa NKRI yang merdeka, Bersatu,

berdaulat, adil dan Makmur bertekad mewujudkan bangsa yang maju dan

mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju

tanpa melupakan kebudayaan bangsa sendiri.

13.Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan kegiatan kemah
secara terbuka di alam bebas, guna meningkatkan kerjjasama yang bai kantar
ormas dengan pemerintah serta memantapkan kesadaran kehidupan
bernegara Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pemantapan persatuan dan
kesatuan bangsa.

14.Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program

peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan
rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Natal tahun 2022 dan Tahun Baru
2023 bekerjasama dengan unsur instansi vertical (TNI, POLRI) dan SKPD
(Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang
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aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten

Sumedang

b. Kegagalan/Kendala :

1.

Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :
Kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan secara virtual, dengan melibatkan
Tim terpadu Pengawasan Ormas yang dihadiri pengurus ormas, setidaknya
tingkat kehadiran yang sedikit kurang dari jumlah total undangan peserta
kegiatan pengawasan ormas di kabupaten sumedang menjadi permasalahan
dalam kegiatan tersebut;
Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :
Beberapa ormas tidak memberikan data dan informasi dalam hal perpindahan
tempat secretariat dan pergantian pengurus, serta secretariat ormas tidak
memiliki atau memasang plang secretariat di alamat masing-masing.
Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Adanya hasil kebijakan/keputusan Rakor yang belum bisa dilaksanakan
secara optimal.
Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan
pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
Pelaporan data informasi terkait stabilitas daerah di kecamatan melaui Kasi
Pemerintahan Umum belum optimal secara rutin melaporkan.
Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kemacetan yang terjadi dibeberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena
adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti
Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.
Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Dalam satu perusahaan selalu ada Tenaga Kerja Asing yang kelengkapan

dokumen adminsitrasinya belum lengkap;
- Kekurangan penerjemah Tenaga Kerja Asing dalam suatu perusahaan
dalam memudahkan kegiatan Pemantauan Orang Asing di perusahaan.

Rakor Penanganan KonflikSosial(Program peningkatan kewaspadaan

nasional dan peningkatan kualitas fasilitasi penanganan konflik sosial) :
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Belum adanya kesamaan visi dan pemahaman dari SKPD dan Instansi
vertical dalam menginventarisasi permasalahan konflik social yang terjadi,
sehingga belum adanya data masalah yang dapat menimbulkan konflik
Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Keterbatasan anggaran yang belum mengcover seluruh SKPD terkait guna
mengoptimalkan kualitas TIM FORKOPIMDA

Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Radikalisme yang menjadi kaum tertentu dan kemajemukan agama, etnis,
suku dan identitas yang berbeda dalam kemajemukan menjadi penyebab
terjadinya konflik antar anak bangsa.

Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter
kebangsaan) :

Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas
kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari Ras, suku, etnis dan
agama di Kabupaten Sumedang

Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan) :

Pengaruh negative dan modernisasi perkembangan tekhnologi informasi bagi
generasi muda yang salah terkait penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak,
tawuran antar pelajar dan kasus lainnya.

Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi
pancasila dan karakter kebangsaan) :

Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas
kegiatan

Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan
ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Masih adanya Terorisme, bahaya penyalahgunaan narkoba dan permasalah
angka gizi buruk, stunting, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak di
Kabupaten Sumedang.

Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan) :

Penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda masih terpusat pada
Pendidikan formal

Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Keterbatasan anggaran yang belum optimal, guna meningkatkan kualitas

pelaksanaan kegiatan
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16. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program
peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial) :

Kemacetan yang terjadi dibeberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena
adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti

Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.

e Solusi/Tindak Lanjut :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau
tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke
lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.

2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi

kemasyarakatan) :
Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Ketrangan Pelaporan
Ormas(SKPO)) dilaksanakan survey ke lapnagan untuk mengecek terlebih
dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait perpindahan
sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten
sumedang.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan
kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan
update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaanya.

2. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :

Pelaporan data informasi terkait disetiap kecamatan akan dilaporkan melalui
aplikasi SIDAKOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya
berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.

3. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan adanya cara bertindak dari apparat kepolisian yang mengatur
rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat etrurai dan berjalan lancar.

4. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

- Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait
Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan
terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan

instansi vertical dan instansi terkait;
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10.

11.

12.

- Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa
penerjemah Bahasa(translate)

Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional

dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertical terkait permasalahan

yang tergabung di Tim Penanganan Konflik SOsial di Kabupaten Sumedang,

guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten

Sumedang

Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya.

Bimbingan Teknis Intelijen (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Menguatkan nilai-nilai bhineka tunggal ika untuk menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa.

Kemah Pembauran (Program Penguatan ideologi pancasila dan karakter

kebangsaan) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya.

Penyelenggaraan Sumpah Pemuda (Program Penguatan ideologi pancasila dan

karakter kebangsaan) :

Dengan diadakannya refleksi nilai-nilai sumpah pemuda dan peringatan hari-hari

pahlawan

Jambore Paskibraka dan Duta Pancasila (Program Penguatan ideologi pancasila

dan karakter kebangsaan) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan

materi dan kualitas pelaksanaanya

Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Program Penguatan

ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) :

Ditingkatkan kembali guna penguatan GNRM di Lingkungan SKPD dan

kecamatan dengan Narasumber TNI, POLRI, Bakesbangpol dan instansi terkait

lainnya

Bimbingan Wawasan Kebangsaan (Program Penguatan ideologi pancasila dan

karakter kebangsaan) :

Perlu penguatan nilai-nilai ideologi pancasla bagi generasi muda melalui Bimtek

Wawasan kebangsan dengan Narsum TNI, POLRI, BNNK dan Bakesbangpol

Kabupaten Sumedang
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13. Jambore Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan) :

- Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan
materi dan kualitas pelaksanaanya;

- Dilaksanakan kembali kegiatan Jambore Ormas guna berkesinambungan
setiap tahun dimaksudkan agar setiap ormas dapat secara bergiliran menjadi
peserta dari kegiatan jambpre ormas.

14. Monitoring ATHG Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Program peningkatan
kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan
konflik sosial) :

Perlu kiranya antisipasi adanya perubahan kepadatan arus lalu-lintas melalui

wilayah kabupaten sumedang seiring ditetapkannya wilayah Sumedang sebagai

jalur alternative prioritas.

3.1.2 Tingkat Bina Demokratisasi
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Target kinerja “Tingkat Bina Demokratisasi” tahun 2022 sebesar 100%, dan realisasi kinerja
tercapai tas target yang sudah ditentukan. Seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi Tahun 2022

Sasaran Strategis Inc_iikayor Satuan Target Rea_l 25 C"‘.‘Pai?‘” K_riter?a
Kinerja i Kinerja Kinerja
Meningkatnya
pembinaan
terhadap pengurus Tingkat Bina 100% 100% Sanggt
atau anggota partai Demokratisasi persen Tinggi
politik dalam 100%
kehidupan
berdemokrasi

Sumber : Badan Kesbangpol 2022

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 yaitu

100%, dan Capaian Kinerja tercapai dan teralisasi.

Tabel 3.1.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Bina Demokratisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya
Indikator Tahun 2021 Tahun 2022
Sasaran Strategis Kineria Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realsiasi | Capaian Ket.
! Kinerja | Kinerja Kinerja | Kinerja | Kinerja Kinerja
Meningkatnya .
pembinaan terhadap 'é'lirr]lgkat
pengurus atau Demokra | PErsen 100% 100%
anggota partai politik tisasi -
dalam kehidupan - - 100% Tercapai
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| berdemokrasi | | |

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, target jangka menengah Tingkat Bina Demokratisasi 100%, dan

realisasi sebesar 100% tercapai di Tahun 2022.

Tabel 3.1.2.c
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah
RENSTRA
Persentase
Realisasi Realisasi
Target Target Target
Indikator Kinerja Sasaran Akhir Sasaran Sasaran
RPJMD RENSTRA RENSTRA
(Tahun 2023) Sampai Sampai
Tahun 2022 Tahun akhir
Tingkat Bina Demokratisasi 100% 100% 100%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional
Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Bina Demokratisasi di Kabupaten Sumedang tidak
merujuk terhadap Indikator Kinerja Sasaran dikarenakan tidak masuk prioritas Indikator
Kinerja Utama di Tingkat Nasional ataupun Provinsi. Walaupun tidak masuk dalam Indikator
Sasaran Utama tingkat Provinsi maupun Nasional, Indikator Sasaran Tingkat Bina
Demokratisasi di Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang konsultasi dan koordinasi
dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan Partai Politik sehingga
menghasilkan outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang

berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan

Tabel 3.1.d

Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi
Provinsi/Nasional Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Tahun Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ket
Sasaran Indikator Satuan 2021 2022 )
Strategis Kinerja Provinsi/N | Kabupate | Capaian | Provinsi/N | Kabupate | Capaian
asional n Kinerja asional n Kinerja
Meningkatnya
pembinaan
terhadap . 100 100
pengurus Ei?)?gat - - - -
atau anggota | /- . persen
partai politik | - qusif
dalam
kehidupan
berdemokrasi

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Sumedang
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Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif

Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Demokratisasi, adapun Keberhasilan, Kegagalan dan

Solusi/Tindak Lanjut hasil dari Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU

“Tingkat Bina Demokratisasi” ((Jumlah pembinaan pengurus parpol yang mendapatkan Kkursi di

DPRD/Jumlah Pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%) tahun 2022 Badan Kesbangpol

Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022

sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1.

Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga
pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan
(jemput bola) dengan maksud konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja
Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga menghasilkan
outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang
berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.
Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik
dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika
serta budaya politik) :
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh
Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD Kabupaten Sumedang.

b. Kegagalan/Kendala :

1.

Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga

pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya

politik) :

- Beberapa kantor secretariat yang ada di kecamatan belum
memiliki/terpasang plang nama secretariat;

- Bangunan kantor sekretariat masih menempati rumah milik pribadi atau
menyewa/mengontrak bangunan orang lain;

- Kelengkapan secretariat mebeuler, sarana computer dan lain sebagainya

belum lengkap
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2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik
dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika
serta budaya politik) :

- Pemrrikasaan kelengkapan dokumen proposal administrasi setiap partai
politik tidak cukup satu kali, sehingga harus diperbaiki kembali;
- Pemenuhan persyaratan Bantuan Keuangan partai politik tidak tepat

pelaporan
c. Solusi/Tindak Lanjut :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga
pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik) :

- Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi
baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan
kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;

- Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan
komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang
(Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang
baik di Kabupaten Sumedang

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik
dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika
serta budaya politik) :

- Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan
kembali hal-hal terkait penysunan proposal bantuan keuangan partai yang
benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengrus
partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait
penysuunan bantuan keuangan parpol;

- Kepala Badan Kesbangpol membuat angkeran kepada pengurus partai
guna menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bantuan
keuangan parpol yang tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang
telah ditetapkan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022
sebesar Rp. 1,242,451,000.00 yang terdiri dari 1 program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Sedangkan
realsiasinya sebesar Rp. 1,241,794,662 .00 atau 99,97%.

Tabel 3.1.2.d
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi (DPPA tahun 2022)

Program Anggaran Realisasi %
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN 1.242.451.000 1.241.794.662 99,97

LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
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SERTA BUDAYA POLITIK

1,242,451,000.00 1,241,794,662 .00 99,97

Jumlah Total

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Tingkat Bina Demokratisasi
tahun 2022 sebesar 99,97% capaian kinerja 100%. Dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.e
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Tingkat Bina DemokratisasiTahun 2022

Indikator Capaian Capglan_
Sasaran L g Realisasi L
. Kinerja Kinerja Efisiensi Keterangan
Strategis Anggaran
Sasaran Sasaan
Program
5 =) -
@) (2) @3) @ O ®)
Meningkatnya
pembinaan Sangat Efisien
terhadap 100% 100% 0%
pengurusa atau Tingkat Bina
anggota partai Demokratisasi
politik dalam
kehidupan
berdemokrasi

e. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi, adapun Keberhasilan,
Kegagalan dan Solusi/Tindak Lanjut hasil dari Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang
terhadap IKU “Tingkat Bina Demokratisasi” ((Jumlah pembinaan pengurus parpol yang mendapatkan kursi di
DPRD/Jumlah Pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%) tahun 2022 Badan Kesbangpol
Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan tahun 2022 sebagai
berikut :

a. Keberhasilan :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga
pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan
(jlemput bola) dengan maksud konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja

Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga menghasilkan

outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang
berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik
dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika
serta budaya politik) :

- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban,;

35



Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh
Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di

DPRD Kabupaten Sumedang.

b. Kegagalan/Kendala :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga

pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik) :

- Beberapa kantor secretariat yang ada di kecamatan belum
memiliki/terpasang plang nama secretariat;

- Bangunan kantor sekretariat masih menempati rumah milik pribadi atau
menyewa/mengontrak bangunan orang lain;

- Kelengkapan secretariat mebeuler, sarana computer dan lain

sebagainya belum lengkap

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai

politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan

etika serta budaya politik) :

- Pemrrikasaan kelengkapan dokumen proposal administrasi setiap
partai politik tidak cukup satu kali, sehingga harus diperbaiki kembali;
- Pemenuhan persyaratan Bantuan Keuangan partai politik tidak tepat

pelaporan

c. Solusi/Tindak Lanjut :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga

pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya
politik) :

Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi
baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan
kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;

Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan
komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang
(Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang

baik di Kabupaten Sumedang

2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai

politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan

etika serta budaya politik) :

Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan
kembali hal-hal terkait penysunan proposal bantuan keuangan partai yang
benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengrus
partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait
penysuunan bantuan keuangan parpol;
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Kepala Bakesbangpol membuat angkeran kepada pengurus partai guna
menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bankeu parpol yang

tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
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TABEL 2.1.a
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
No
Program, Kegiatan dan : : - Target Pagu Indikatif Program, Kegiatan : : s Target Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian (Rp.) dan Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja capaian (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UNSUR PEMERINTAHAN UNSUR
UMUM PEMERINTAHAN

UMUM
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyusunan Dokumen Kab. Jumlah Dokumen 3 dokumen Penyusunan Kab. Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Sumedang, | Perencanaan Perangkat 6.785.000 Dokumen Sumedang, | Perencanaan 19.000.000
Daerah Semua Daerah Perencanaan Semua Perangkat Daerah 5
Kecamatan, Perangkat Daerah Kecamatan, dok
okumen
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen RKA- 1 dokumen Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Sumedang, | SKPD 3.800.000 Penyusunan Sumedang, | RKA- SKPD 4.000.000
RKA-SKPD Semua Jumlah Laporan Dokumen RKA-SKPD Semua
Kecamatan, | Penyusunan Kecamatan, 1
Semua Perencanaan, Semua dokumen
Kelurahan Penganggaran, Kelurahan
dan
Koordinasi dan Kab. jumlah Dokumen 1 dokumen Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Sumedang, | Perubahan 3.800.000 Penyusunan DPA- Sumedang, | Penyusunan DPA- 4.000.000
Perubahan RKA-SKPD Semua RKA-SKPD SKPD Semua SKPD 1
Kecamatan, Kecamatan, dokumen
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 1 dokumen Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen
Penyusunan DPA-SKPD Sumedang, | Penyusunan DPA-SKPD 3.800.000 Penyusunan Laporan Sumedang, | Laporan Capaian 25.000.000
Semua Capaian Kinerja dan Semua Kinerja dan Ikhtisar | 6
Kecamatan, Ikhtisar Realisasi Kecamatan, | Realisasi Kinerja dokumen
Semua Kinerja SKPD Semua SKPD
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen 1 dokumen
Penyusunan Perubahan Sumedang, | perubahan 3.800.000
DPA-SKPD Semua DPA - SKPD
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen Laporan 6 dokumen
Penyusunan Laporan Sumedang, | Capaian Kinerja dan 4.500.000
Capaian Kinerja dan Semua Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kecamatan, | Realisasi Kinerja SKPD
SKPD Semua
Kelurahan
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10 | Pengadaan Pakaian

Penyediaan Gaji dan Kab. Jumlah laporan 15 org Penyediaan Gaji dan Kab. Jumlah laporan 15 orang
Tunjangan ASN Sumedang, | Penyediaan 1.715.454.970 Tunjangan ASN Sumedang, | Penyediaan Gaji dan 1.696.681.484
Semua Gaji dan Tunjangan ASN Semua Tunjangan ASN
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Penyusunan Pelaporan Kab. Jumlah Laporan Keuangan 1 dok Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 1
Keuangan Akhir Tahun Sumedang, | Akhir Tahun SKPD 8.500.000,00 Penyusunan Laporan | Sumedang, | Keuangan Akhir dokumen | 10.000.000
Semua Keuangan Akhir Semua Tahun SKPD
Kecamatan, Tahun SKPD Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan Keuangan 12 dok Koordinasi dan Kab. Jumlah Laporan 11
Penyusunan Laporan Sumedang, | Bulanan/Triwulanan/Sem 13.500.000,00 Penyusunan Laporan | Sumedang, | Keuangan dokumen 20.000.000
Keuangan Semua est Keuangan Semua Bulanan/Triwulana
Bulanan/triwulanan/sem | Kecamatan, | eran/Akhir Tahun SKPD Bulanan/Triwulanan Kecamatan, | n/Semeste Tahun
esteran SKPD Semua Jumlah Laporan /Semesteran SKPD Semua SKPD
Kelurahan Administrasi Kelurahan

Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

32 stel

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah Pakaian
Dinas Beserta
Atribut
Kelengkapannya

33 orang
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11 | Pendataan dan Kab. Jumlah Laporan 32 orang Pendataan dan Kab. Jumlah Laporan 33 orang
Pengolahan Administrasi Sumedang, | Administrasi 3.500.000 Pengolahan Sumedang, | Administrasi 7.219.000
Kepegawaian Semua Kepegawaian Administrasi Semua Kepegawaian
Kecamatan, Kepegawaian Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

Penyediaan Komponen Kab. Cakupan Pelayanan 15 Jenis Penyediaan Peralatan | Kab. Jumlah Laporan 6 jenis
Instalasi Sumedang, | Adminitrasi Perkantoran 4.999.500 dan Perlengkapan Sumedang, | Penyediaan 76.000.000
Listrik/Penerangan Semua Kantor Semua Peralatan dan
Bangunan Kantor Kecamatan, Kecamatan, | Perlengkapan
Semua Semua Kantor
Kelurahan Kelurahan
13 | Penyediaan Peralatan dan | Kab. Jumlah Laporan 6 Jenis Penyediaan Peralatan | Kab. Jumlah Laporan 20 jenis
Perlengkapan Kantor Sumedang, | Penyediaan 115.190.000 Rumah Tangga Sumedang, | Penyediaan 7.000.000
Semua Peralatan dan Semua Peralatan Rumah
Kecamatan, | Perlengkapan Kecamatan, | Tangga
Semua Kantor Semua
Kelurahan Kelurahan
14 | Penyediaan Peralatan Kab. Jumlah Laporan 20 Jenis Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Laporan 12 kali
Rumah Tangga Sumedang, | Penyediaan 6.000.000 Logistik Kantor Sumedang, | Penyediaan Bahan 100.000.000
Semua Peralatan Rumah Tangga Semua Logistik Kantor
Kecamatan, Kecamatan,
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
15 | Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Laporan 12 kali Penyediaan Barang Kab. Jumlah Laporan 20 jenis
Logistik Kantor Sumedang, | Penyediaan 125.760.000 Cetakan dan Sumedang, | Penyediaan Barang 40.000.000
Semua Bahan Logistik Kantor Penggandaan Semua Cetakan dan
Kecamatan, Kecamatan, | Penggandaan
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
16 | Penyediaan Barang Kab. Jumlah Laporan 20 jenis Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Laporan 20 koran
Cetakan dan Sumedang, | Penyediaan 43.249.100 Bacaan dan Sumedang, | Penyediaan Bahan 20.000.000
Penggandaan Semua Barang Cetakan dan Peraturan Perundang- | Semua Bacaan dan
Kecamatan, | Penggandaan undangan Kecamatan, | Peraturan
Semua Semua Perundang-
Kelurahan Kelurahan undangan
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17 | Penyediaan Bahan Kab. Jumlah Laporan 20 Koran Penyelenggaraan Kab. Jumlah Laporan 12 kali
Bacaan dan Peraturan Sumedang, | Penyediaan 19.499.400 Rapat Koordinasi dan | Sumedang, | Penyelenggaraan 110.000.000
Perundang-undangan Semua Bahan Bacaan dan Konsultasi SKPD Semua Rapat Koordinasi
Kecamatan, | Peraturan Kecamatan, | dan Konsultasi
Semua Perundang-undangan Semua SKPD
Kelurahan Kelurahan
18 | Penyelenggaraan Rapat Kab. Jumlah Laporan 12 kali Penatausahaan Arsip | Kab. Jumlah Laporan 35 jenis
Koordinasi dan Sumedang, | Penyelenggaraan Rapat 123.892.000 Dinamis pada SKPD Sumedang, | Penatausahaan 30.000.000
Konsultasi SKPD Semua Koordinasi dan Konsultasi Semua Arsip Dinamis pada
Kecamatan, | SKPD Kecamatan, | SKPD
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan
19 | Penatausahaan Arsip Kab. Jumlah Laporan 35 Jenis Dukungan Kab. Jumlah Laporan 1 paket
Dinamis pada SKPD Sumedang, | Penatausahaan Arsip 26.240.000 Pelaksanaan Sistem Sumedang, | Dukungan 150.000.000
Semua Dinamis pada SKPD Pemerintahan Semua Pelaksanaan Sistem
Kecamatan, Berbasis Elektronik Kecamatan, | Pemerintahan
Semua pada SKPD Semua Berbasis Elektronik
Kelurahan Kelurahan pada SKPD
20 | Dukungan Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan 12 kali
Sistem Pemerintahan Sumedang, | Dukungan
Berbasis Elektronik pada | Semua Pelaksanaan Sistem
SKPD Kecamatan, | Pemerintahan Berbasis
Semua Elektronik pada SKPD
Kelurahan

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Kab.
Sumedang,
Semua

Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

1 paket

20.000.000
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Penyediaan Jasa

Kab.

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa

Kab.

Jumlah Laporan

10

11

12

25

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah Laporan
Penyediaan

Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

1 roda empat
dan 7 roda 2

96.070.000

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

12 bulan

Komunikasi, Sumber Sumedang, | Penyediaan 40.000.000 Komunikasi, Sumber | Sumedang, | Penyediaan Jasa 50.000.000
Daya Air dan Listrik Semua Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Komunikasi,
Kecamatan, | Daya Air, dan Listrik Kecamatan, | Sumber Daya Air,
Semua Semua dan Listrik
Kelurahan Kelurahan
23 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 1 Paket Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 1 paket
Peralatan dan Sumedang, | Penyediaan 30.000.000 Peralatan dan Sumedang, | Penyediaan Jasa 30.000.000
Perlengkapan Kantor Semua Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Peralatan dan
Kecamatan, | Perlengkapan Kantor Kecamatan, | Perlengkapan
Semua Semua Kantor
Kelurahan Kelurahan
24 | Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 Bulan Penyediaan Jasa Kab. Jumlah Laporan 12 bulan
Pelayanan Umum Kantor | Sumedang, | Penyediaan 589.500.000 Pelayanan Umum Sumedang, | Penyediaan Jasa 620.000.000
Semua Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Pelayanan Umum
Kecamatan, | Kantor Kecamatan, | Kantor
Semua Semua
Kelurahan Kelurahan

100.000.000
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26 | Pemeliharaan/Rehabilita | Kab. Jumlah Laporan 1 paket Pemeliharaan/Rehabi | Kab. Jumlah Laporan 1 paket
si Gedung Kantor dan Sumedang, | Pemeliharaan/Rehabilitasi 43.480.000 litasi Gedung Kantor Sumedang, | Pemeliharaan/Reha 50.000.000
Bangunan Lainnya Semua Gedung Kantor dan dan Bangunan Semua bilitasi Gedung
Kecamatan, | Bangunan Lainnya Lainnya Kecamatan, | Kantor dan
Semua Semua Bangunan Lainnya
Kelurahan Kelurahan
27 | Pemeliharaan/Rehabilita | Kab. Jumlah Laporan 20 Jenis Pemeliharaan/Rehabi | Kab. Jumlah Laporan 12 bulan
si Sarana dan Prasarana Sumedang, | Pemeliharaan/Rehabilitasi 39.620.000 litasi Sarana dan Sumedang, | Pemeliharaan/Reha 40.000.000
Gedung Kantor atau Semua Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Semua bilitasi Sarana dan
Bangunan Lainnya Kecamatan, | Gedung Kantor atau Kantor atau Kecamatan, | Prasarana Gedung
Semua Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Semua Kantor atau
Kelurahan Kelurahan Bangunan Lainnya
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28 Kab. Jumlah kebijakan Teknis 1 Kelurahan Perumusan Kebijakan | Kab. Jumlah kebijakan 1
Perumusan Kebijakan Sumedang, | di - | Teknis di Bidang Sumedang, | Teknis di Bidang Keluraha -
Teknis di Bidang Ideologi Semua Bidang Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan Semua Ideologi Wawasan n
Wawasan Kebangsaan, Kecamatan, | Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bela Kecamatan, | Kebangsaan, Bela
Bela Negara, Karakter Semua Karakter Bangsa, Negara, Karakter Semua Negara, Karakter
Bangsa Pen;1b auran Kelurahan Pembauran Bangsa, Pembauran Kelurahan Bangsa, Pembauran
; . Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka
Kebangsaan, Bineka
. Tunggal Tunggal Ika dan Tunggal Ika dan
Tunggal Ika dan Sejarah . . .
Ika dan Sejarah Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Kebangsaan
Kebangsaan
29 | Pelaksanaan Koordinasi Kab. Jumlah laporan Koordinasi 1 kali & 540 Pelaksanaan Kab. Jumlah laporan
di Bidang Ideologi Sumedang, | di Bidang Ideologi orang 102.500.000 | Koordinasi di Bidang Sumedang, | Koordinasi di 130.000.000
Wawasan Kebangsaan, Semua Wawasan Ideologi Wawasan Semua Bidang Ideologi
Bela Negara, Karakter Kecamatan, | Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bela Kecamatan, | Wawasan
Bangsa, Pembauran Semua Karakter Bangsa, Negara, Karakter Semua Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bineka Kelurahan Pembauran Bangsa, Pembauran Kelurahan Negara, Karakter
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Bangsa, Pembauran
Kebangsaan Tunggal Tunggal Ika dan Kebangsaan, Bineka
Ika dan Sejarah Sejarah Kebangsaan Tunggal Ika dan
Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Jumlah laporan Koordinasi Jumlah laporan .
g . . g 1 kali
di Bidang Ideologi Koordinasi di
- . 200
Wawasan Bidang Ideologi
orang

Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran

Kebangsaan, Bineka
Tunggal

Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
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30 Kab. Jumlah laporan bahan Penyusunan Bahan Kab. Jumlah laporan
Penyusunan Bahan .. ..
s . Sumedang, | Perumusan Kebijakan - | Perumusan Kebijakan | Sumedang, | bahan Perumusan
Perumusan Kebijakan di . ) . C o ) .
- 1 Semua Pemantauan Situasi Politik di Bidang Pendidikan | Semua Kebijakan
Bidang Pendidikan . " . . .
irs . Kecamatan, | Di Daerah Politik, Etika Budaya Kecamatan, | Pemantauan Situasi
Politik, Etika Budaya o . o1 e
o . Semua Politik, Peningkatan Semua Politik Di Daerah
Politik, Peningkatan . R
. . Kelurahan Demokrasi, Fasilitasi Kelurahan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Kelembagaan . .
. Pemerintahan, 1 kali
Pemerintahan, . .
. . Perwakilan dan Partai
Perwakilan dan Partai i o
irs o Politik, Pemilihan
Politik, Pemilihan i
o Umum /Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Umum Kepala
Kepala Daerah, Serta
K . Daerah, serta
Pemantauan Situasi . .
Politik Di Daerah Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah
31 Kab. Jumlah laporan 8 Parpol Pelaksana. Kab. Jumlah laporan 9
.. Sumedang, | Pendidikan 8 rekomendasi 1.155.746.000 .. . o Sumedang, | Pendidikan Politik, bantuan 957.205.000
Pelaksanaan Kebijakan o . Kebijakan Di Bidang .
iy o Semua Politik, Etika Budaya ‘1 e Semua Etika Budaya
Di Bidang Pendidikan o Pendidikan Politik, irs :
. ; Kecamatan, | Politik, . .. Kecamatan, | Politik, Peningkatan
Politik, Etika Budaya . . Etika Budaya Politik, .
.. R Semua Peningkatan Demokrasi, . Semua Demokrasi,
Politik, Peningkatan e Peningkatan i
. e Kelurahan Fasilitasi Kelembagaan - e Kelurahan Fasilitasi
Demokrasi, Fasilitasi . . Demokrasi, Fasilitasi
Pemerintahan, Perwakilan Kelembagaan
Kelembagaan . i Kelembagaan .
. dan Partai Politik, . Pemerintahan,
Pemerintahan, Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan

Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah

Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik
Di Daerah

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum /Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah

Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan

Umum /Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah
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Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan

Umum /Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah laporan
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

574 ormas

105.000.000

Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum /Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Kab.
Sumedang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Jumlah laporan
Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di
Daerah

Ormas

150.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 Kab. Jumlah laporan Pelaksanaan Kab. Jumlah laporan
Pelaksanaan Koordinasi Sumedang, | Pelaksanaan 16 Partai 15.500.000 | Koordinasi Di Bidang | Sumedang, | Pelaksanaan 100.000.000
Di Bidang Pendidikan Semua Koordinasi Di Bidang Politik, 12 kali Pendidikan Politik, Semua Koordinasi Di
Politik, Etika Budaya Kecamatan, | Pendidikan Politik, Etika Etika Budaya Politik, Kecamatan, | Bidang Pendidikan
Politik, Peningkatan Semua Budaya Politik, dan 150 orang Peningkatan Semua Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Kelurahan Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelurahan Budaya Politik,
Kelembagaan Demokrasi Kelembagaan Peningkatan
Pemerintahan, Pemerintahan, Demokrasi 4 kali
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Kab.

Jumlah Laporan /

12 Dokumen

Penyusunan Bahan

Kab.

Jumlah Laporan /

10

11

12

Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Penyusunan Bahan Sumedang, | Dokumen 44.000.000 | Perumusan Kebijakan | Sumedang, | Dokumen 200.000.000
Perumusan Kebijakan di Semua Perumusan Kebijakan di di Bidang Ketahanan Semua Perumusan
Bidang Ketahanan Kecamatan, | Bidang Fasilitasi Ekonomi, Sosial, Kecamatan, | Kebijakan di Bidang
Ekonomi, Sosial, Budaya | Semua Kerukunan Budaya dan Fasilitasi | Semua Fasilitasi
dan Fasilitasi Kelurahan Umat Beragama Pencegahan Kelurahan Kerukunan Umat 12
Pencegahan Penyalagunaan Beragama dokumen
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Kepercayaan di
Beragama dan Penghayat Daerah
Kepercayaan di Daerah Beragama dan
Penghayat
35 Kab. Jumlah Laporan / 20 orang Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan / 12
Pelaksanaan Kebijakan di | Sumedang, | Dokumen 69 Orang 110.000.000 | Kebijakan di Bidang Sumedang, | Dokumen dokumen
Bidang Ketahanan Semua Pelaksanaan Kebijakan di Ketahanan Ekonomi, Semua Pelaksanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya | Kecamatan, | Bidang Fasilitasi Sosial, Budaya dan Kecamatan, | Kebijakan di Bidang
dan Fasilitasi Semua Pencegahan Fasilitasi Pencegahan | Semua Fasilitasi
Pencegahan Kelurahan Penyalagunaan Narkotika Penyalagunaan Kelurahan Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika
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Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Daerah

Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 Kab. Jumlah Laporan / 250 orang dan Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan / 12
Pelaksanaan Koordinasi Sumedang, | Dokumen 12 kali 258.000.000 | Koordinasi di Bidang Sumedang, | Dokumen dokumen 267.795.000
di Bidang Ketahanan Semua Pelaksanaan Koordinasi di Ketahanan Ekonomi, Semua Pelaksanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya | Kecamatan, | Bidang Fasilitasi Sosial, Budaya dan Kecamatan, | Koordinasi di
dan Fasilitasi Semua Kerukunan Fasilitasi Pencegahan | Semua Bidang Fasilitasi
Pencegahan Kelurahan Umat Beragama dan Penyalagunaan Kelurahan Kerukunan Umat
Penyalagunaan Penghayat Kepercayaan di Narkotika, Fasilitasi Beragama dan




Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

Terpadu

Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

Jumlah Desa yang
Mengadakan
Pilkades
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37 Kab. Jumlah Laporan / Pelaksanaan Kab. Jumlah Laporan / 12
Pelaksanaan Kebijakan di | Sumedang, Dokumen 30 perusahaan 34.000.000 | Kebijakan di Bidang Sumedang, | Dokumen dokumen 30.000.000
Bidang Kewaspadaan Semua Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Dini, Semua Pemantauan Orang
Dini, Kerjasama Intelijen, | Kecamatan, | Tenaga Kerja Asing dan Kerjasama Intelijen, Kecamatan, | Asing, Tenaga Kerja
Pemantauan Orang Semua Lembaga Asing Pemantauan Orang Semua Asing dan Lembaga
Asing, Tenaga Kerja Asing | Kelurahan Asing, Tenaga Kerja Kelurahan | Asing
dan Lembaga Asing, Asing dan Lembaga
Kewaspadaan Perbatasan Asing, Kewaspadaan
Antar Negara, Fasilitasi Perbatasan Antar
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik di Kewaspadaan, serta
Daerah Penanganan Konflik
di Daerah
38 Kab. Jumlah Desa yang 15 rencana Pelaksanaan Kab. Jumlah rencana 1 kali
Pelaksanaan Koordinasi Sumedang, | Mengadakan Pilkades aksi, 12 kali, 2 2.161.300.000 | Koordinasi di Bidang Sumedang, | Aksi Terpadu, 55 orang 2.500.000.000
di Bidang Kewaspadaan Semua Jumlah Pengamanan Hari- Hari Besar Kewaspadaan Dini, Semua Jumlah Rapat 12 Kali
Dini, Kerjasama Intelijen, Kecamatan, | Hari Besar keagamaan keagamaan Kerjasama Intelijen, Kecamatan, | Koordinasi , 15
Pemantauan Orang Semua Jumlah Pengamanan MTQ dan 88 Desa Pemantauan Orang Semua Jumlah Rencana
Asing, Tenaga Kerja Asing | Kelurahan Jumlah Peserta Asing, Tenaga Kerja Kelurahan Pengamanan Hari- Aksi 1
dan Lembaga Asing, Jumlah Rapat Koordinasi Asing dan Lembaga Hari Besar kali 88
Kewaspadaan Perbatasan Jumlah rencana Aksi Asing, Kewaspadaan keagamaan dan Desa
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
nomor Tahun 20 tentang Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD) Tahun
2018 - 2023, target yang harus di upayakan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang meliputi 4 (Empat)

Indikator sebagai berikut :

1. TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF
a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
- Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan

Budaya :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya  dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN
- Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan
pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
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Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan

c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik Sosial

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah
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2. TINGKAT BINA DEMOKRATISASI
a. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum  Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

b. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

c. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan  Partai  Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH
4. INDEKS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITA
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TABEL 2.2.a

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

Tabel 2.2.a.1
Kinerja Pelayanan Nomenklatur Kantor KESBANGPOL Tahun 2018-2021

Realisasi Tahun

No Indikator Kinerja Utama | Kondisi
Awal 2019 | 2020 2021

(2018)
1 Indeks Kerukunan Umat 72,2 72,2 72,2 72,2
Beragama point point point
(N.a) | (N.a) (N.a)
2 Tingkat Cipta Kondisi 0% 100% | 100% 100%

Kondusif

3 Tingkat Partisipasi 80,65% | 82,6% | 79% 80%

Masyarakat dalam Pemilu,
Pilkada dan Pilkades

4 Persentase Ormas yang aktif 100% | 100% | 100% 100%
kategori Aktif

Tabel 2.2.a.2
Kinerja Pelayanan Nomenklatur Badan KESBANGPOL Tahun 2022-203

Realisasi Tahun
: o Kondisi
No Indikator Kinerja Utama Awal 2023
(2021)
1 | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif 100% 100%
2 | Tingkat Bina Demokratisasi 0% 100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi SKPD
Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas
pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan
instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang

sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa
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permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu

strategis.

Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan

identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :

1) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan

Organisasi Kemasyarakatan,;

2) Permasalahan dalam Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

3) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik.

Dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek

permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik

sebagai berikut:

1.

Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi
Negara, nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan

bermasyarakat;

. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik

dalam kehidupan berdemokrasibelum optilmal;

. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;

Masih adanya potensi konflik di tingkat masyarakat dan
elite Politik dalam proses penyelenggraan demokrasi;
Adanya Pembangunan Proyekstrategis nasional Kabupaten
Sumedang terutama pembangunan Waduk Jati Gede,
Berbagai Bendung , Bandara Kerta Jati ,dan jalan Tol
Cisumdawu. yang akan mengakibatkan terciptanya konflik
di tingkat masyrakat misalnyatututan ganti rugi,

Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam
memahami aspek demokrasi yang memberikan peluang luas
terhadap masyarakat untuk menyampaikan ketidak puasan
atas kebijakan pemerintah;

Koordinasi dengan instansi vertical yang baik Dalam rangka
penanganan berbagai hal koordinasi dengan instansi
vertical tidak mengalami hambatan karena telah terbangun

sinergitas penguatan dan pengembangan jaringan yang
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terorganisir dengan baik dengan Pihak Kepolisian, Kodim,
Kodam, Korem, BIN dan Kejaksaan;

8. Tingkat Partisifasi masyarakat kab. Sumedang terhadap
proses demokrasi cukup tinggi Pada pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
tahun 2013 Tingkat Partisifasi masyarakat sebesar 78,45 %
dan 78,75% dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Tingkat
Partisifasi masyarakat sebesar 80,62 % dan 80,60% dari
gambaran data diatas terjadi kenaikan tingkat partisipasi
Pilgub sebesar 2,17% dan Pilbup sebesar 1,85% sedangkan
pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif
Tahun 2014 sebesar 78,09% dan 80,22%;

9. Kondusifitas Daerah tetap terjaga Berbagai Proses
Demokrasi yang sudah dilaksanakan seperti Pilkada
Serentak 2018, Pilkades Serentak Gelombang Kedua di 93
Desa dan Perayaan hari — hari besar keagamaan tidak
memunculkan konflik yang dapat menggangu stabilitas
dan Kondisifitas daerah dan tingkat kejahatan atau
pelanggaran di wilayah Kabupaten Sumedang relatif lebih
rendah dibandingkan dengan daerah lain serta unjuk rasa
dari komponen masyarakat berlangsung secara damai tidak
anarkis;

10. Sinergitas Forkopimda dalam Penanganan Masalah
adanya dukungan dari tokoh tokoh baik dari pemerintah
maupun masyrakat yang meliputi Forkopimda,
Forkopimcam, Tiga Pilar (Kepala Desa, Babinsa dan Babin
kamtibmas) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh
Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas dan OKP

11. Belum optimalnya forum-forum strategis (forum
kewaspadaan dini masyarakat, forum pembauran
kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dll.)

12. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi
pancasila dan bhinneka tunggal ika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Bermunculnya aliran-aliran sesat (pemahaman agama yang
salah) Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi

Gangguan PEKAT masih tinggi

Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang Asing

Potensi Radikalisme dan terorisme masih ada

Belum optimal koordinasi dalam penanganan konflik social
Potensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi

Peran ormas di masyarakat belum optimal

Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik social
Kesulitan pengecekan keabsahan badan hukum ormas
Belum terbentuknya sistem informasi ormas

Belum optimalnya penanganan potensi ganggunan HAM
Sinergitas antar lembaga masih kurang

Belum optimalnya sosialisasi UU tentang pemilu, dan
parpol

Belum optimalnya pendidikan politik

Belum optimalnya Tim Pemantau Perkembangan Politik Di

Daerah Kabupaten Sumedang
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Perencanaan anggaran awal tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang melaksanakan

kegiatan Forum Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2023 dengan rencana anggaran awal dan hasil pemutakhiran yang

dilaksanakan prosesnya dalam awal tahun 2023. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023

terhadap Rancangan Awal RKPD pada pendanaan APBD Sebesar Rp. 9,139,557,708.00 dan Hasil Analis Kebutuhan Rp.
18,878,769,988.00 dan dapat dilihat pada tabel sebagai Berikut :

Tabel 2.3

RANCANGAN AWAL RKPD DAN HASIL ANALIS KEBUTUHAN

TAHUN 2022

SASARAN INDIKATOR PRESENTASE
NO STRATEGIS KINERJA TARGET PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI REALISASI (%) SISA ANGGARAN
program penguatan ideologi pancasila dan 310.000.000 308089650 99,38 191.035.000
karakter kebangsaan
Meningkatnya Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan 310.000.000 308089650 99,38 191.035.000
pemahaman ) . pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila
masyarakat terhadap | Tingkat Cipta dan karakter kebangsaan
1 ideologi Negara nilai- Kondisi 100% - —
nilai budaya lokal Kondusif Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 310.000.000 308089650 99,38 191.035.000

dalam kehidupan
bermasyarakat

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
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program pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan

500.000.000

499743950

99,95

256.050

Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan
dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

500.000.000

499743950

99,95

256.050

Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

500.000.000

499743950

99,95

256.050

program pembinaan dan pengembangan
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

350.000.000

348.500.000

99,57

1.500.000

Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya

350.000.000

348.500.000

99,57

1.500.000

Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

350.000.000

348.500.000

99,57

1.500.000

program peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan
konflik

3.664.795.000

3.654.308.830

99,08

10.486.710

Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial

3.664.795.000

3.654.308.830

99,08

10.486.710

Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

35.000.000

34.450.000

98,43

550.000

Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3.629.795.000

3.619.858.290

99,73

9.936.710
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Meningkatnya
pembinaan terhadap
pengurusa atau
anggota partai politik
dalam kehidupan
berdemokrasi

Tingkat Bina
Demokratisas
i

program peningkatan peran partai politik dan
lembaga pendidikan melalui pendidikan politik
dan pengembangan etika budaya

1.242.451.000

1.241.794.662

99,97

656.338

Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

1.242.451.000

1.241.794.662

99,97

656.338

100%

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

1.207.451.000

1.206.794.662

99,95

656.338

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

35.000.000

35.000.000

100

TOTAL

6.067.246.000,00

6.042.370.291,00

99,73

24.875.709,00
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TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN SUMEDANG APBD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

KODE
REKENING

SUB KEGIATAN

JUMLAH

1

2

3

8.01.03.2.01.03

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

96.359.480.225,00

KPU
92.636.749.725,00
BAWASLU 1.514.780.000,00
BAWASLU 1.280.720.000,00
DEMOKRAT
59.743.500,00
GERINDRA
140.329.500,00
PAN
79.434.000,00
GOLKAR
136.900.000,00
PDI P

199.540.500,00
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KODE

REKENING SUB KEGIATAN JUMLAH
1 2 3
PKB
84.574.500,00
PKS
93.622.500,00
PPP

133.086.000,00

8.01.05.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

540.220.000,00

BNNK

220.220.000,00

FKUB

320.000.000,00

8.01.06.2.01.04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3.480.032.000,00

KODIM 0610

2.754.032.000,00

KEJAKSAAN

726.000.000,00

JUMLAH

100.379.732.225,00
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Tabel 2.5
Berita Acara Hasil Forum SKPD Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat

di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang telah
diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Poiitik Kabupaten Sumedang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai
dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN | berita acara ini.

ma

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan
Sambutan dari Ketua Komisi 1- ASEP KURNIA.. S.H MH

Pemaparan Materi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diwakili Pit
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik - H ROSADI., S.Sos., M.Si

Pemaparan Materi dari Kabid Penelitian dan pengembangan / Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappppeda Kabupaten Sumedang -
RISYANA S STP

Pemaparan Materi dari Bappppeda Kabupaten Sumedang - CUCU., SE

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah terhadap materl yang dipaparkan oleh fasilitator sebagaimana telah dirangkum
menjadi hasi keputusan kelompok diskusi, maka pada;

Hari dan Tanggal Selasa, 1 Maret 2022

Jam 09.00 s/d selesai

Tempat Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

MENYEPAKATI

KESATU | Menyepakati Program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan prioritas,

dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah
diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

KEDUA : Menyepakati Rancangan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam
LAMPIRAN II berita acara ini .

KETIGA :  Menyepakati Daftar usulan program, kegiatan, sub kegiatan dan aklivitas sub

kegiatan lintas Perangkat Daerah dan fintas wilayah sebagaimana tercantum
dalam LAMPIRAN Il berita acara ini

KEEMPAT Berta acara inl beserta lampirannya (LAMPIRAN 1111ll), merupakan saty

kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil
kesepakatan Forum Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang ini; dan
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KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagal bahan
penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah
| “o] ‘ m Alamat
7. | ASEP KURNIA_ S H_ WH — ?
"2 | Drs H ASEP TATANG SUJANA M S| BAKESBANGPOL
3 | H ROSADI. $8os M BAKESBANGPOL e
ARIA S o] "V
4 l DEDI SUPARMAN, S H BAKESBANGPOL of
"5 | YUYUN YUNINGSIH  § Sos BARESEANGROL el vhauy
g | RISYANA SSTP ONSUR BAPPTVEDA il |
7 | CUCU. SE UNSUR BAPPPPEDA , o s At
7 W‘UIMA
8 | A/ROSIDAH, SE UNSUR BAPPPPEDA
TG AMAR — i -
75| ANDRY SUSANDERA ONB U PERANGIRT
DAERAH Bdeeshanerte]
11.| CHANDRA WIGUNA , § Kom UNSUR PERANGKAT | o &
12, | ASERDAN | UNSUR MASYARARAT




DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SUMEDANG
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DAFTAR NARASUMBER DAN DELEGASI FORUM PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. SUMEDANG
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Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sumedang

1 3:139.557.706,00
0 ]ﬂ 100 P 100 Persen|  4.114.557,708,00
{s o1 joa 100 Persen 100 Parsen| 104 .000.000,00
s jo1 jox 100 Persen 100 Peryen 1000, 000,000
fa jo1 jou 100 Persen| 200 Pesen | 4.000.000.00]
1L [ay 100 Persen 100 Persen, 4.000.000.00|
e lclrll 100 Pervan| mmw 4.000.000,00f
8 |o1|on 100 Persen 100 Persan 4,000, 000,00
18 |01 |m 100 Perren 100 Peren 25.000.




|8 Jo1]a1 J2.08 100 Persen 100 Persen 327.792.720.00
o1 ]o1 (2,06 [02 100 Persan) 100 Peesen|

|8 jo1jo1 j2.06 100 Persen 100 Persen 7

|a Jor]or |208 Jou 100 Persan 100 Pesven

|8 Jor jor [2,08 |05 [Penyediann Rarang © 100 Prrsani 100 Persen @

O T usr 100 100 Persen

& jo1 o1 [2.06 100 Persen| 100 Persen 140.000.000,00§

{8 Jorfor [2.08 100 Persen 100 Persan | 30,792 720,000

[- jo1 Jor J2.08 100 Pessan 100 Perven
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|06 | Fengasaan
£ MWOI 2,08 Perpediasn asa Penunjeng Urusan Pemerintaban 100 Persen) 100 Persen 670.000.000,00
Oaerah
{8 |01 |01 (2,08 [Q2 |Penyedisen lase Eomunikasl, Sumber Daya Ax dan Kab. Sumedang, Lagoran Penyediaan jasa 100 Persen) 100 Parsen|
Ustrik Sumedang Seiatan, |Komunkas, Somber Daya Ar dan
s o1 jo1 (208 upmmmmm-- wah Sumedang | lumiah Laporan Penyediaan lasa 100 Perven) 100 Pervem) 30.000.000|
Sumedang Selaten, | Peralatan den Perlenghapen Kantor
18 |o1 ot (2,08 (04 [Penyedisen Jsa Pelaywnan U Kantor Kab. Sumedang, [ lumiah Laporan Peayediaan lawa 100 Persen 100 Persen| 575,000 000{
Sumedang Selatan, | Peiayanas Umum Kanfoe yang
& pm 01 (208 |05 [limbingan Teknit implementas) Peraturan Perasdang  [Kab. Sumedang. Lapevan Penyetaan Jasa 100 Persen 100 Persen| 1% 000 000} Fiaed Cost
Undangan (Taklen Aporater) Sumedang Selatan. | Pel. Umum vang
L] 101 (2,00 Barang Milik Daerah Penunjang Unean Persentase Pemeliharsan Barang Mish 100 Persen 100 Peryen| 195.000.000,00
Pemerintahan Deerah Daerah Penunsang Urusan Pemenistad
18 Jo1 |01 |2,09 107 |Penyediuan lass Pumesharsan, Blape Pemeihesan, Kab. Sumedang, Jumish Kendaraan Dinas Operusions 100 Persen 100 Persen)
Pagak, dan Peri Wy Dines Op ol wtav 1% dang Setat, ataw Lapangan yeng ODtpekhars dan
Lapangen Kotakubon [Dibayarkan Pajak dam Parumantys
" jo1 101 (209 Pemaithacasn Peralatan dar Mewn Lainnyva Ead Sumedang, Jumiah Peralatan dan Mesn Lainnya 100 Persen| 100 Persen| 15 000 0004
Selatan, |yeng Dipelhara
1L 01 (2,08 (09 |Pemelharsan/Rehabiltas Gedang Kastor dan Kab. Sumedang. Jumlsh Gedung Kantoe dan Rengunan 100 Persen) 100 Persen
Bangunan Lannys Selatan, |[Lainnye yang Dpelihara/ODirehabilnas
§8 [01 |01 12,09 |10 |Pemetharsan/Mehabibtan Sarssa dan Prasarwes Kad Sumedang. Jumish Sarana dan Prasarens Godung 100 Persen| 100 Persan|
Gedung Kantor stay Bangunan Laineys Selatan, [Kantor steu Bengunan Laismys yang
Katabulon Dipenhara/Dr ehatditas:
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Perumusan Xebiakan Teknis dan Pesnantapan
Pelakaanaan Mdang ideciagi Pencasila dan Karakter

102 | Perummeian Kebamtan Teknn ¢ Ivdang ieolog)
Wanasan Kebingrasn, lela Negara, Karshter Bangsa,
Pembeutan Kebanguasn, Becka Tuagpsl e dan Sejarah
Kebanguaan

2.0

Xocedinas di Bidang Wdeokogl Wawasan
Ketangsaan, Beda Negara, Karabter Bangss, Pembaaran

lineka Tunggal e dan Sejarsh
Ketiangraan

mm

{s (o1 o3

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIX DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLIT
DAN PENGEMBANGAN ETHCA SERTA BUDAYA POLITI

Tinghat Pendidikan dan Fartivipes
| Polinik

Perumusan Kehijskan Teknis den Pemantapan
Pelakiarman Bidenyg Pendidikan Poitik, Etiks Budays
Pofitih, Peninghaten Demokresl, Faulitas Kelrmbugaan
Pernerintahun, Perwakitan den Partal Pelitit, Perwilihan
Urmamn/Pemilithan U Kepala Daesah, serta
Permantasan Stuasl Poltih

Tghat Pemifidikan dan fartiwpoas

100 Persen|

o
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hsanaan Kedwaran O Bidany Pendidikan Politik,
Budoyn Poluik, Peninghatan Demobzast, Fasiltay
n Pemerintatan, Ferwaekilen das Parts
Permitihan U/ Pemithan Umgen Kepala
| Serta Peernantavan Stuss Polsh Of Deerah

100 persen

101

Imwmumum

Fouved Comt

limeer b
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Sosial, Budaye don Fasiitas Pencegahan Penyalagunasn
Narkotka, Faviitay Kerubunan Umat Beragama dan
Penghavel Knpercaysen d| Daecah

is joi jos PROGRAM PLMBINAAN DAN PENGEMBANGAN [ Persentase Potens honflh tdak 100 Persen 100 Persan 275.000.000,00
KETAHANAN ECONOMY, SOSIAL DAN BUDAYA [ meagadi kon Mk Unghup Sowiel,
& 01 m Perumusan Kebiakan Teknis dem Permantapen Persentace Potensl konfik tidat 100 Petyen) 100 Perven 275.000.000.00
Bicang Ketahanan Ekonomi, Soual dan merjads kon ik Linghup Sossal.
In mr 2.0 Pesryusunan Bahan Perumosan Kebogmtan d Bidang Tersusunnyn Kebijskan di Bidang 100 pervem| 100 persen| MMﬂ
Exonomi, Sosial, Bedava dan Fatiitasl Ketahanan
Peryaapenass Narkobka Favlitaw Ehonomd, Sodal, Budaye dan Fasiitay
Umat Kepercayaan & Daerah Pencegahan Perryalagunasn Narkotka,
dan Penghayat Fasllaac
Karubenan Umat Botagama den
Penghapat
Kapervaysan di Deerah
q 125 Fines Cout |
(= a1 jon |201 |03 [Pelaksanaan Kebijakan & Rdang Ketshansn Flonoms, Terabianan ya Kebiyakan & Bidang 100 persen 100 persen|
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L] 2,01 |04 [Peisheansan Kocordman di fidanyg Katahanan Chonoms, Terlakiananys Koordnasi di Rdang 100 persen 100 persen| 150
Sosisl, Budaye dan §aslitasl Pencegahan Penyalagunaan Ketahanan
Markotika Fasfitas) Kerubunas Umat Beragams dan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Feslitasi
Penghavat Keporcayaen di Dansah Pencegahan Penyalagunaen Narkotike,
Fasbitas)
Kerwkunan Limat Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan & Daered
L3 100 Persen 100 3.720.000.000,00
153 100 Perven | 100 Persen 3.720.000 200,00
L3 100 parven: 100 perien| &S 000 000 cof
2,01 |04 {Peisksanaan Koordeasi & Bidang Kewaspadasns Dini, 100 perven 100 perven 3.685.000 000,00/
Kergasama intelijen, Pemantacen Orang Aung, Tenags
Kera Asing dan Lembaga Aseg, Kewaipadaan
Perbatasan Astar Negara Fasiltau Keembagaan idang
Keaaspadion serta Penanganan Konfa & Deerah
Fasiitai dan Operavcnal Pemilu J024 (Pengamanan 900 Flane Comt
m _10%,000,000,00{
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Penanganan Ancaman, Tantingan, Hambatan dan
Gangguan (ATHG) Hark han Besar Keagamaan dul fn

Penanganan Ancaman, Tantangan. Hambaetan dan
Gangguan (ATHG) Harsharl Resar Keagamaan Natal dan
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Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Kegiatan

Lokasi

Volume

Alasan

3

B

NIHIL

Sumedang, Maret 2022

NIP. 19660228 198901 1 001
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2023

Merupakan Rencana Kerja penjabaran dari Dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam

rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa

dan politik.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
di bidang kesatuan bangsa dan politik;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan
politik;

penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan
Badan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Karena keterkaitan antara Program dan Kegiatan yang berdampak

pada IKU Bakesbangpol yaitu :

1. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif yang ditunjang dalam Empat
(4) Program dan Empat (4) Kegiatan; dan
2. Tingkat Bina Demokratisasi yang ditunjang dalam satu (1)

Program dan satu (1) kegiatan.

yang mana akan bersinergitas kepada kinerja pelayanan baik pada

masyarakat di Kabupaten Sumedang.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas

Pembangunan Nasional

Sebagai implementasi Nawa Cita, maka dalam aspek politik
dan demokrasi terus dimantapkan dan ditingkatkan implementasi
penguatan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk penguatan
lembaga kepresidenan, peningkatan kapasitas lembaga
penyelenggara pemilu, penyempurnaan peraturan perundangan
kepemiluan, parpol dan ormas, serta mendorong peningkatan peran
kelompok marjinal termasuk peran perempuan dalam politik

Arah kebijakan dan strategi pada RPJMN tahun 2015-2019
yaitu Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat,
dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain
adalah penerapan kebijakan affirmative action kepada kelompok
marjinal; peningkatan kapasitas kelompok perempuan; penyandang
disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; pelaksanaan
pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu
yang partisipatif; penguatan fungsi pendidikan politik oleh parpol.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana
tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan
Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Program
yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten

Sumedang Sebagai Berikut:

a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya :
a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
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b.

C.

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah.

b. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan

Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

a.

b.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

c. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :

a.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah;

. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah.
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d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan :

a.

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

e. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

1.

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

a.

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di

Daerah;

. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya  Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya  Politik, @ Peningkatan  Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
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Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (hasil cetakan RENJA di SIPD)
Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju tahun 2023

Unit Organisasi: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang

Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan,

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

o Catatan
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Canaian B el Sub Kegiat, Hosil Keaiat, Lokasi Output Keluaran Pagu Indikatif Sumber Panting KE:”‘”:‘“:_:’:_’;”
: apaian Program eluaran Su iatan asi iatan . agu Indilka
Kegtatan P 9 =g = Kegiatan Program Sub Hj“" (Rp.) Dana Tolok Ukur Target -
. Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 |o KESATUAMN BANGSA DAN POLITIK 18,878,769,988 19,721,764,988
g |o1 |o1 PROGRAM PEMNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA 8,166,764,988 8,491,764,988
g |01 |o1 |20 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 128,000,000 139,000,000
Persentsse Keterse Persentsse Ketersed
Leporan Peyusunan Dokumen Perenc
Femyusunsn Dokumen Jumlsh Dokumen Penganggaran, d
5 |o1 |a1 |z fon n Perangkst Perenca Perangkst 100 Persen | 3 dokumen | 13 dokumen 63,000,000 Evalussi Kinerjs Persngkst | 100 Persen 65,000,000
D=
oordinasi dan Jumlzh Dokumen RKA-
5 |o1 |@1 |21 |0z |Pemyusunan Dokumen SKPD JLaporan Hasi 100 Persen | 1 dokumen | 13 dokumen 10,000,000| FEMDAPATA 100 Persen 11,000,000
RSP D A i nasi Pemyusunan ASLI DAERA
- =rsh yang tepst waktu e RKEASKED
sesuai pe
perundang-u
Persentsse Ketersed Persentsse Ketersed
Cokumen Peren Dokumen Perencan
Koordinssi dan
5 |o1 |e1 |21 |0z |Pemyusunan Dokumen Persngkst il Keardi 100 Persen | 1 dokumen | 13 dokumen 10,000,000 :;P:ID;:?;::‘ 100 Persen 11,000,000
Perubshan RKA-SKPD Dsersh yang tepat waktu Pemyusunan Dokumen
Persentsse Keterse
Cokumen Peren
s o1 o1 |zo1 |oa [REerSinesiasn Perangks 100 P 1 dok 13 doki 10,000,000| ©o DAPATA 100 P 11,000,000
- Penyusunsn DPA-SKPD S "f':' Et'”lit:' Koordinasi Pemyusu Brs=n Sekumen | 1= aokuman ASLI DAERA srsan
erah yang tepat wakiu Dokumen DFA-SKFD
Persentsse Ketersedi
Jumnlsh Dokumen Dokumen Perencan
Koordinas Pengang Perubshan DPA-SKPD . PN DAPATA
8 |o1 |e1 |2o1 |os  |Penyusunan Perubshan Laporan Hasil Koordi 100 Persen | 1 dekumen | 13 dekumen 10,000,000| .o/ marna 100 Persen 11,000,000
DPA- SKPD Pemyusunan Dokumen
=n DPA-SKPD
Dokumen Perencan
s |o1 |e1 |zo fos 100 P & dok 13 doki 25,000,000| o DAPATA Een;;_n;': n_::n 100 P 30,000,000
: ersen dokumen | 13 dekumen] ALl DAERA valuzsi Kinerja Pe ersen E
Pemyusunan Lsporan sngkat
Capaisn Kinerjs dan Ikhtissr h
SKPD
8 |01 |01 |[z2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.782,764,988 2,787,764,988




Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Target Capaian Kinerja

Prakiman Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

Catatan
Kode Program/ Kegiatan, Sub Lokasi Output . Kebutuhan Dranas
Kegiat Capaian Program Keluaman Sub Kegiatan R Hasil Penting Pagu Indikatif
eglatan Kegiatan . Tolok Ukur Target
Kegiatan (Rp.}
Kab.
Gaii Jumilzh Orang yang Sumsdang
o1 o1 2.02 - Pera at Dia susngan Pera 3 2da = 100 Perse TE4, %
o o 2.02 Tunjangan ASM _l__n;k.t K=zuangan Perangkat 2 dokumen OO Persen 64 2EE
tertib dan s an h peraturan
perundang-undangan Kotskulon perundang-undangan
Perzentase Kstersed
Koordi an . 5 L - !
Peryusunan Laporsn Adrministrasi Ki
o1 |on 202 |os Eryusunan Lapo Perangkat = 2 dokumer| 100 Persen o
Keuangan Akh hun ertib dan =
SKPD tertil n s
emesteran SKP
01 |01 2.02 Perangkat D 2 dokurnen| 100 Persen 35,000,000
tertib dan se Pemyusunan Laporan Ke tertib dan s=s
perundang-undangan Buls Ty Eemests] perundang-undangan
SKPD
o1 |01 Administrasi Kepegawaian Perangkat D aerah 115,000,000
. Perss = Ketersed Ezb' "
an Dinaz |, e Me e umedang, . L
o1 o1 |2.05 |oz Administrasi Kepeg Beserts Atribut Sumedang 00 35 stel 2 lsparan Administrasi kepega 100 Persen 100,000,000
Perangkst Yang Parangkat Dasrsh yang
s Kelengkspannya Se s
mermad ai rmermadai
Kotakulon
Perse Ketersed kab Persentase Keterse:
. 3 . Jumilzh Dokumen Sumedang N e
P . - - Administrasi Kepeg - Administ P e e
o o 2.05 |03 Surn=dang 0o 2 laporan 00 Persen 5,000,000
Perangkat yang
mem.ad ai s=
Kotakulon
o1 |01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 740,000,000
Pg[;n. = IFE't_nl;_n:I Jumilah Paket Peralatan dan
a1 o - - Perye. Peralatan dan | Administrasi Umum Perien =n Kantar yan 0o 2 laporan 400 Persen a
= < Perlengkspan Kantor Perangkst Daersh yang eneng an Ramtor yang <lapo ==
Mema
Persentase Ketersed
P . - 3 Perye Administrasi Umum - 13ls _ S Peree e e
01 | 2 £} Rumsh Tangga Perangkat D hyang . il Zlzporan 00 Persen 20,000,000
Disedizkan
Jurnlzh Pz shz
P . - Bahan Logistik | Administrasi Umum Surrdah K‘fet'tj:ri " - 2la _ C o Peree 160,000,000
o o 2 Perangkat D yang antor yang oo Zlaporan OO Persen 0,000,000
s
Kab.
o1 o1 |z N i Barang Laparan Administrasi :u:::f:; 0 12 lzparan 100 Persen 50,000,000
= - C=tzkan dan Penggands Perangkst O Umum Perangkst D= 5: =dang <lapora ==

Mema
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakirman Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja - N
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Dutput P Indileatif Sumb. ) e
Kegiat Capaian Program Keluamn Sub Kegiatan Hasil Kegiatan o a;l_ utp Keluaran Hasil agu ‘nci umaber Penting Pagu Indikatif
gyt Kegiatan Program Sub _ (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
) Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
LE1:N
Ketersed
P izan Baha 3
- 206 los :Ierry::h__n 3=';'n3:| " =i Lmum Laparan Administ i..m_n:_n; o dsko i PENDARATAN o
1 06 |0 = sratura = ang- ada 100 Perse 1 dao & 12la 3 20000000 400 Perse 20000 000
- S ..n:lsr:;::tnul_n sruncEng :‘Ersn;kft Daerah yang a?r-n:_‘lsn;-Un:IE Urnum Perangkat Daersh S;IIT__n n -- rersn FkumeEn | TelzpaEn SSHUEEN sy DaERa - rermsn S
Merns Disedizkan
Kotakulon
Kahb.
Jumizh Laparan
Surneda
o laoe los . Peryslangg Lsporan Ad S . . 250000.000| PENDAPATAN 2601000 000
0 2.06 |09 dan Konsultasi Sumedang 00 Persen laparan 2laporan 250,000,000( , [ 00 Persen 260,000,000
cel ASLI DAERA
=latan,
Kaotakulon
LE1:N
Persentase Ketersed Surme Persentase Ketersedi
01 208 |10 an Arzip Laporan Administ 5"?; 100 Persen | 1 dokumen | 12 lznoran 50,000,000 PENDARATA N Admini i Urmum 100 Persen £0.000 000
= Dinamis pada SKPD Urmum Perangkat Dasrah 5:I't_'n i T <lapara - ASLI DAERA Perangkat Dasrzh yang =
(1:_: lon Memadai
ah Do =) a
Dukungan Pelaksanaan 'I_:'Tl'h'_"lé"::j'_n_ ;'b'nd_
. R Sistern Pemeri an o un ;n s Lsparan Administ umedang P ; e ; b A P o e
- 208 Berbaziz Elektronik pada Daerah yang Sizstem Pemeri Urmum Perangkat Daerah Sumedang o Ferzen dakumen 2laporan Perangkat Dasrsh yang o Ferzen 60,000,000
- Berbasiz Elektronik pads Selatan N -
SKPD Wiemadai
SKPD Kaotakulon
o1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2,856,000,000 3,000,000,000
Persentase Ketersedi
Jumizh Unit Ker paTa b
01 207 |02 Dinzs Operasi 100 Persen | 15 unit 1 dokumen 1E56000000| .o/ marna 100 Persen 1,200,000,000
ASLI DAERA
Kaotakulon
LE1:N
Barang Milil P
EMDARATA
01 [ao7 fos [ TEEECCC Penunjang Uru Mesin 100 Persen | 30 unit 1 dokumen 1,000,000,000 ,5‘ e 100 Persen 1,100,000,000
viesin faaninya Pemerintah Daerah yang Dizedizkan e ERER
rmerm ad ai
o1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 780,000,000 810,000,000
Jumizh Laparan
Pemye: =}
o1 208 |02 Pamerint Kamun g Urusan 100 Persen | 7 lzporan 12 dokumen| hyan 100 Persen 0,000,000
Air dan Listrik o Air dan merintzhan Dsersh yang
memadai -
Disedis
Perssntase Hetersedi Jumizh Laparan Kah,
o Permyed il Penun -
01 2.08 |03 dan Perleng Permerint 100 Persen | 1 lzporan 12 dokumen| 100 Persen B0,000,000
I R Pemerintzshan Dsersh
rmermad ai
Kah.
Persentase Ketersedizan
Peryedizan laz2 lazz Penunjang Uru Sumed
01 2085 |04 u Kant N int U Kant Sumeds 900 Persen | 1 lzporan 12 dokumen| h 100 Persen 660,000,000
mum Kantor emer mum Kantor yan. yan
! - . yang Pemerintzhan Dsersh Eelatan yang
mermadai Disedizkan
Kotakulon
o1 2.0% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 820,000,000 900,000,000




Urusan/ Bidang Urusan/

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Prakiman Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Kode Program/ Kegiatan, Sub i i i
@ K i Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lakasi .Dulpul Keluaran Hasil Pagu Indikatif Sumber Pagu Indilcatif
eglatan Kegiatan Sub - (Rp.) Dana Tolok Ulkur Target
. Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
Persentzse Pemeliharaan Jumilzh Kend : Kab. Persentzse Pemeliha
. . Laparan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Operas b Sumedang, PENDAPATE B g Milik Daerah
o1 o1 208 |02 Penunjang Urusan yang Dip - Sumsdang = 10 Unit 3 dokumen 300,000,000 _'5"':_;? Penunjang Urusan 00 Persen 310,000,000
Aol LRCmA
Pemerintzh Daerzh va iba = Pemerintzh Dasrah va
_m.nnt_.h Deerah yang :hb_:;r i Pemerintahan Daersh emerintah Daerah yang
memadai Perizinannya
Persentase Pemeliharaa ' Kah. Persentase Pemeliha
Barang Milik Dasrzh Jurmnlzh Peralatan da Laparan Pemei B Milik Daerah
L Pemeliharaan Peralatan rang Mk Lasra Jumizn Peralatan dan Barang Milik Dasrah . e oo | PENDARATA arang Wil k Daer . e e
o1 |0 209 . e Penunjang Urusan Mesin Lainnya yang T _ i 20 Unit 3 dokumen 70000000] . i) meacoe Penunjang Urusan 00 Persen B0,000, 000
dan Mesin Lainnys g L Penunjang Urusan ALl DAERA .
Pemerintzh Daerah yang Dipelihara Pemerintzhan Desrsh Pemerintah Dasrah yang
memadai e T Katakulon memadai
Persentase Pemeliharaan ) Kah
. I - Laporan Pemeliharazn -
Pzrmeliharazn/MRehzbilitzsi | Barang Milik Dz=srsh Jumnlzh Gedung Kantor dan Sarzna Milik Dz Sumsdang PENDAPATA Barang Milik Daerzh
ot |01 |2.09 |08 |Gedung Kantor dan Penunjang Urusan o ;,IT U-F- Sumedang 100 1 unit 3 dokumen 300,000,000 "5 -"‘"R‘ Penunjang Ur 100 Perszn 310,000,000
3 rusan LI DAE
Bangunan Lzi Pemerintzh Dasrah yang =gh=n Dserah & FEk R Pemerintah Dasrah yang
memadai R Katakulon memadai
Persgntase Pemeliharas zrans da . zb. Persertzss Pemslihz
Pemeliharaan Rehabilitasi Brz2 - melihar sarznz dan Laparan Pemel Kab rEent - melin
Barang Milik Dasrzh s Gadung Kantor . Sumsdang . Barang Milik Dzersh
T I Sarans dan Praszarans i ) Barang Milik Dz=rsh L o e | PEMDARATA . - e
o1 |0 209 Gedung Kantar atau Penunjang Urusan Bangunsn Lzinnys Penunjang Urusan Sumsdang unit 3 dokumen 50000000 o masma Penunjang Urusan 00 Persen 21000000,000
3E_I'| n'n_' n'_'_ Pemerintazh Daerah yang yang :’;m=r-' han _'=r'h [ - Pemerintah Dasrah yang
qunen Lainnyz menmiadsi Dipelihara/Direhabilitasi SMEMTERnEn Beers Katskulon memadai
01 |02 PROGRAM PENGUATAM IDEOLOGI PAMCASILA DAN KARAKTER KEBAMGS AAN 1,550,000,000 1.600,000,000
01 |02 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang |deologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1,590,000,000 1,600,000,000
Perumusan Kebijzkan
Perssntase potensi konflik Kehanas laporan Pelzks Persentase potensi kanflik
P . [ tidzk menjadi kanflik L 35 o - . P | PENDAPATA tidak menjadi kanflik - ~ -
o1 o2 (201 |02 R Karakter Bangsa 0 kelurzhan | 1 laparan a _ 00 persen i}
lingkup wawasan ASLI DAERA san
yebanms s Pembauran Kebangssan
shangszan Bineka Tunggal lka
Esjarzh Kebangsas
Jumilzh Crang yang
Wengikuti Pelaksanas
Persentase potensi konflik ';Ebn" n cli Bic laporan Pelaksanaan Persentase poatensi konflik
oL tidzk menjadi kanflik - Kebizkan Teknis di PEMDARATA tidak menjadi konflik
o1 o2 (201 |03 . . K=bangsazn, Belz Meagars . 150 Crang | 1laporan 590000000] . DAERA 100 persen 600,000,000
Pembauran Kebangsazs lingkup wawasan Karakt=r Bangsa ASLI DazRA
SooTE T o ksbangsaan C T B Karzkter Kebangsss kebangsaz
Binska Tunggal lka dan Permbauran Kebangssan
Sejarah Kebangsaa Bineka Tunggal
Ssjarah Kebangszan
o1 lo3 PROGRAM PENINGKATAMN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POUTIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 1,347,005,000 1.410,000,000
POLITIK
o1 oz Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Palitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demaokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 1,347,005,000 1.410,000,000

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik




Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/

Target Capaian Kinerja

Prakirman Maju Rencana Tahun 2024

Target Capaian Kinerja

Fasilitasi Kerukunan Umat
Bzragama dan Penghayat
Kepercayaan di Desrsh

dan Budaya

Beragama dan Penghayat
¥epercayaan di Dasrah
yang Disusun

Ekanomi, Sosial Dan

Budaya

Katskulon

dan Budays

: Catatan Kebutuhan Dana/
Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Qutput Pagu Indikatif Sumb: !
Keqiata Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan o EI, . Keluaran Hasil aga Tne” Lmaer Penting Pagu Indikatif
eglatan Kegiatan Program Sub . (Rp.) Dana Talok Ukur Target
. Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
il -
Pelzkzanaan Kebijakan di "_'mJ:: C)rl:nt;. Pelsksanas laporan Perumusan
Bidang Pendidikan Palitik ;";_f'k"';'d“,'a_j;’ #NE20 | yebiizkan Teknis Dan
=hijska =
Etika Budaya Politik p; ;':I'Itlj ;?“Ili'('kngt'k' Pzmantapan Pelzksanzan
Peningkatan Demokrasi 3':5_' 'II:F:' ; pl N ';_ _ Bidang Pendidikan Palitik Kah
Fasilitzsi Kelembagaan B ‘_'TF'___I_;P_'F; 20| Stk Budzya Palitik S
. - Pemerintzhan, Perwskilan | Tingkst Pendidikan dan Eelmdbr-asl- === Peningkstan Demokrasi S“m'djng - i 0 Ors 1 lanon [ PEMDARATA Tingkat Pendidikan dan . i [
U | dan partai politik Fartisipasi Politik =l=mbsgEan ) Fasilitzsi Kelembagaan umedzng Jopersen | U reng Eparan SORUHRON sy DaERA Fartisipasi Politik < persen =300, 0
L Pemerintahan, Perwakilan R I’ Selatan
Pemilihan I Permgrintghan, Peraakilzan Kool
UrmumyPemilihzn Umum e e o 7= | dan Partai Palite, Pemifinan | “7=00
Kepszls Daerzh, serts Km'_":'_‘:m'_';_n _m..m Urmurm/Pemilihan Umum
Pemantauan Situssi Politik P;pz—;t_-a:hsitp_—tt'zpnlit'k Kepals Daerzsh, serta
di Daara SMmEntauan stuzsl ol Pemantsuan Situasi Politik
di Daerahg
Pelzksanaan Koordinasi di Jumizh Orang yang laporan Perumusan
Bidang Pendidikan Palitik Mengikuti Koordinasi di Kebijzkan Teknis Dan
Etika Budaya Politik Bidzang Pendidikan Politik Pzmantapan Pelzksanzan
Peningkstan Demokrasi Etika Budaya Politik Bidang Pendidikan Paolitik Kab
Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Dermokrasi Budaya Politik 5=n'l|=-:l'n
= |z Pemerintahan, Perwakilan | Tingkat Pendidikan dan Fasilitasi Kelembagaan Peningkatan Demokrasi Sum;:ljn; 00 cersen | 450 Oran 1 laparan 547005000 EMDAPATA Tingkat Pendidikan dan 00 persen 550,000 000
S dan Partai Palitik Fartisipasi Palitik Pemerintshan, Perwskilan | Fasiitssi Kelembagsan iy 4 pErsEn | TeiErEng | iR 9 asy DaERa Fartisipasi Palitik perse
Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan | Pemerirntahan, Perwakilan K-":-k: lan
Umum/Pemilihan Umum UmumyPemilihan Umum dan Partai Politik, Pemilihan |
Kzpalz Daerzh, serts ¥epals Daerah zers Urmum/Pemilihan Umnum
Pemantauan Situssi Politik Pemantauan Situssi Politik Kepals Dasrsh, sers
di Dazrzh di Dzerzh Permantzuzn Situasi Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAMN ORGAMISASI KEMASYARAKATAMN 850,000,000 500,000,000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 850,000,000 900,000,000
Jumilzh Orang yang
Pelzkzzngsn Kebijaksn di Mengikuti Pelaksanzan N .
. o I Laparan Perumusan B
?:':::"T? E;“:‘b’:‘;’;“__ ;;b:j:t‘_“_d'g'd‘T? Kebijakan Teknis dan E‘b'nd_
~ . mas _.m .r_ yEsn Perzentase Ormas yang encaftaran Lmas, Pzrmantapan Pelzksanzan umedzng - _ . | PENDAPATA Persentase Ormas yang - I
2. 03 :’fl‘l‘l?i .:'vil...iil dan ?Emb.“l.ﬂi'yiin Dr.m§5 Bidsng Pemberdsyssn dan Sumedang 00 persen | 523 Orang laparan 850,000,000 51| DAZRA aktif 00 persen 200,000,000
hedizzi Sengkets Ormag, Evaluzsi dan Medizsi . I Selatan
Pzngawssan Organisasi
Pengawssan Ormas dan Sengkets Ormas, K emasyarakatan Katakulon
Ormaz Azing di Dasrzh Pengawazan Ormas dan SRR
Ormas Azing di Daerzh
PROGRAM PEMBIMAAN DAN PENGEMBANGAMN KETAHANAN EKOMOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 625,000,000 700,000,000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 625,000,000 700,000,000
Peryusunsn BEzhan Jurnlzh Kebijzkan di Bidang
Perumusan Kebijgkan di Ketzhanan Ekonomi Sasia
Bidang Ketahanan Budsys dan Fasiltasi taparan Perumussn Kib
=Ilt"=n";m'-5=""='l=3 davs Persentase Potensi konflik P':n":='h='n =siE Kebijakan Teknis Dan 5=n'l|=-:l'n Persentase Potensi konflik
3 } I ", S, Bldaya tidsk meriadi karflik sncegana . . Pemantzpan Pelsksanaan umecang - . . 422 e | PENDAPATA tidzk menjadi kanflik a0 150,000,000
L 02 |dan Fazilitazsi Pencegahan . = . Peryalagunzan Narkotiks . e Sumedang 00 perzen Diokumen laparan 25000000] R X I . 00 persen 50,000,000
. . Lingkup Sosial, EBkonomi S Bidang Ketzshanan AL DAERAS Lingkup Sosial, Ekonomi
Pemyalagunaan Markotiky Fasilitasi Kerukunan Umat Eelatan




Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiman Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan, Target Capaian Kinerja Catatan Target Capaian Kinerja Kzbtashen Donay
Kode Program, Kegiatan/ Sub Lokasi Output P Indikatif 5 umbs X
Kegiat Capaian Program Keluamn Sub Kegiatan Hasil Kegiatan o “I, LEp Keluaran Hasil agu Inct umaer Penting Pagu Indikatif
g Kegiatan Program Sub (Rp.b Dana Tolok Ukur Target
) Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
Jumizh Orang yang
Pelzk n Kehbi hengikuti P=lz =N
Bidang Ketzhanan di Bidang
|, Budayz Perzentazse Potensi konflik n Ekonomi, Sosisl ekniz Dan Perzentaze Potensi kanflik
a5 |zo9 |0z si Pencegahan | tidak menjadi konflik Budays dan Fasilitasi 400 persen | 0 Cran 1 laporan PEMDARATAN tidak menjadi kanflik 400 persen g
- - gunzan Narkatika | Lingkup Sosial Ekonomi Pencegzhan Bidang Ketzhanzan perse ang Soe ASLI DAERA Lingkup Sasial. Ekanami perse
zi Kerukunan Umat | dan Budaya Pemyalzgunazn Markotiks Ekonomi, Sosial Dan dan Budaya
Bzragama dan Penghayat i Kerukunan Urmnat Budaya
an Penghayat
n di Dasrsh
Jumizh Orang yang
Mengikuti Koordinasi di
Persentase Potensi konflik _ ;E:ﬂ-=:l'n;| Persentase Potensi konflik
tidzk me i kanflik : S PEMDAPATA tidak me koniflik
05 [201 |os '_ngk"':s' ' ! ilitasi Pencegahan Sumedang | 100 persen | 55Orang | 11zporan 500,000,000 ,5\ _’:.;‘ I‘ngkn::s : |'1 i | 100 persen 550,000,000
L U asia o e AsLl LiAemA L u 035 Exaonami
=i Kerukunan Umat | dan Budaya ;E:rx: ;jnrkl.lmnlw't Ekonomi, Sosial Dan iil;t:nhn dan Budayz
Beragama dan Penghayat | RETETE - Budaya B
¥epercayaan di Dasrah
06 PROGRAM PEMINGKATAN KEWASPADAAN MASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS| PEMANGAMNAN KOMFLIK SOSIAL 6,300,000,000 6,620,000,000
06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Masional dan Penanganan Konflik Sosial 6.300,000,000 6,620,000,000
Jumizh Orang yang
hengikuti pelskssnzs
Bidang Kewsspadssn Dini K;ngu ~ .:na.ja nesn
Kerja Sama Intelijen - " _Inl_,.nr!gK -
an LAani er\3
suzn Orang Asi §
nHrang Asing Persentsse potensi kanfiik Sama Intelijen, Pemant Perumusan Kah. Persentase potensi kanflik
ticak mer pi‘k-"rjﬂik‘ Qrang Asing, Tenaga K n Telaris clan Sumedang PENDARSTA N tidak men F;—. sanfik
0 201 |o2 N - 2z sn Lembs =ds 100 =& 15 Ora 1 lapars 1o0000000| - = - 100 o 120,000,000
06 |2.01 |02 Kewaspa lingkup Kewazpa Asing dan Lembag Sumedzng 00 persen 5 Qrang lapaoran 00000000 ue) | pesRa lingkup Kewsspadsan 00 persen 20,000,000
antar Ne Masianal Kewaspadaa Selatan Masional
Kelembs i:‘ltir :; [ i Penznganzn Konflik 5o Katskulan
Kewsspadaan serts K_ smba
- SWaIp
Penznganan Konflikd
enanganan kantlik di Penanganan Konflikdi
Dzerzh
Jumizh Orang yang
Mengikuti Koordi
Bidang Kzwaspad
Kerj ntelijen,
fa Asingdan | Persertase patensi kanflik nOrang Asing, | Laporan Perumuszn kab. Persentass potensi kanflik
s ) tidak menjadi karfiik 2 Asing dzn fumsdang PENDARATA I tidak menjadi kanflk
06 |2.01 |04 Kewwaspadaan Perbatasan | lingk -an j:l==n Lembaga Asing Sumedang 100 persen | 500 Orang | 1 laporan 5.200,000,000 A-S -':‘.A:RA Iin-k -K=.r ‘=jE=I‘| 100 persen 5,500,000 000
-m_;,‘p; -;_ Pe 53 ! _g-.:.:_l ewaspadas Kewaspadaan Perbatasan Kewaspad Selatan o . 'g"::'l_. aspacaa
o \:;:_' o nEsEnE antar Neg Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kotakulon EsEnE
Kelermbagaan Bidang ¢alemba Sidan
Kewaspadaan, serta K;;“ng :n _: rt—;
P anan Konfiik di swaspadsan, serta
= T; nEn hantik Penanganan Konflikdi
O=ersh
TOTAL| 16,676,769,968 19,721,764,988




3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.2.1 Tujuan
Sesuai tugas Pokok dan fungsi serta melihat dan
mencermati latar belakang dan fenomena- fenomena saat ini,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Tujuan sebagai

berikut :
“TERCIPTANYA KABUPATEN SUMEDANG YANG

KONDUSIF DAN DEMOKRATIS>.

Tujuan diatas, secara umum mengandung makna terciptanya

Masyarakat Sumedang yang Kondusif dan Demokratis guna

mendukung lancarnya pelaksanaan berbagai program

pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan makna secara harfiah adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi
Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat

2) Tingkat partisipasi dalam mendukung proses demokrasi

Tujuan penetapan di maksud adalah guna mencapai hal-hal

sebagai berikut:

(1) Sebagai cermin apa yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

(2) Sebagai cermin dalam memberikan arah dan fokus strategis
yang jelas terhadap resfek kerja dan unjuk kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap layanan masyarakat
Kabupaten Sumedang.

(3) Sebagai itikad dalam optimalisasi potensi yang ada terhadap

kinerja masa depan.
3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan, sebagai berikut;
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1) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
melalui sosialisasi

2) Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan
bermasyarakat

3) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik

4) Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan
daerah dan kemasyarakatan

5) Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggraan Pemerintah

6) Membangun hubungan yang harmonis dan manusiawi di antara
pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik guna
terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil,

mandiri dan berakhlak mulia.

3.2 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok
dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan visi, misi, dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam
RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas
dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya
terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan
isu-isu strategis.
Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik telah diupayakan secara optimal, namun
sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan
permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023.
Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan
identifikasi berdasarkan Tiga aspek yakni :
4) Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan;

5) Permasalahan dalam Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

6) Permasalahan dalam Bidang Kewaspadaan Nasional dan

Penanganan Konflik.
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Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.2.a di bawah ini :

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.2

Kabupaten Sumedang

No Aspek Permasalahan Isu Strategis
Belum optimalnya forum-forum strategis
(forum kewaspadaan dini masyarakat,
forum pembauran kebangsaan, forum
kerukunan umat beragama, dll.) Menurunnya
Bidang Bermunculnya aliran-aliran sesat pemahaman
1 Kewaspadaan g) imahamgndggarpaky ang salla;h) . . masyarakat
Nasional dan otensi terjadi unjuk rasa cukup tinggi terhadap

Penanganan Konflik

Gangguan PEKAT masih tinggi

Potensi Radikalisme dan terorisme masih
ada

Belum optimal koordinasi
penanganan konflik sosial

Status Covid 19 di Kabupaten Sumedang

dalam

Bidang Idiologi
Wawasan
Kebangsaan dan

Peran ormas di masyarakat belum optimal
Belum optimalnya penanganan potensi
ganggunan HAM

Kurangnya pemahaman dan implementasi

2 Ketahanan Ekonomi, ideologi pancasila dan bhinneka tunggal ika
Sosial, Budaya dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Agama Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang

Asing

. Sinergitas antar lembaga masih kurang

. Belum optimalnya sosialisasi uu tentang
pemilu, pilkada dan parpol

. Belum optimalnya pendidikan politik

. Belum optimalnya tim pemantau
perkembangan politik di daerah kabupaten

Bidang Politik Dalam sumedang

3 Negeri dan . Status kebangsaan dan politik di Kabupaten
Organisasi Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan
Kemasyarakatan Nasional (meliputi Pemilu, Pilkada serentak

tahun 2024)

. Belum optimalnya tim terpadu penanganan

konflik social

. Kesulitan pengecekan keabsahan badan

hukum ormas

. Belum terbentuknya sistem informasi ormas

ideologi Negara,
nilai-nilai
budaya
dalam
kehidupan
bermasyarakat

lokal

pembinaan
terhadap
pengurus atau
anggota  partai
politik dalam
kehidupan
berdemokrasibel
um optilmal

Penyederhanaan
birokrasi dan
transformasi
digital

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari

aspek permasalahan dalam pelayanan Kesatuan bangsa dan politik

sebagai berikut:

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara,

nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat

2. pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam

kehidupan berdemokrasibelum optilmal
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Pendanaan Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumedang adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023
KABUPATEN SUMEDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG

- " L ki M oaj R Ta b
Urusan/ Bidang Indikator Program/ Targer S — Prakiraan Capaian Kineta dan Kerangka Pendanaan raldraan aju Rencana Tahun
S Urusans Programy Kl touny” S Akhir Capoian RKPD | C2P@ian Target Kelompolk 2024 Perangkat Daerah
Kegiatan/Sub ?{egima" Periode .':hu“ 2021 RKPD Tahun Target j | Prioritas Sasaran o Penanggung Jawab
Kegiatan RPINMD zo2z 2023 Pagu Indilkatif Lokasi Sumber Dana [ FrEp—— P— Target Pagu Indikatif
8 UMSUR PEMER INTAHAN UM UM
KESATUAMN BAMNGSA DAMN POLITIK 18 ET7TE. TE9. 988 19, 721, 764,988
Persentase
RO GR AR Ketersedisan Dokumen
PEMNUMIAMNG
URUSAM
Perset Perse 100 Perse . - 5 100 Pers e - - 5
o1 PERE RIRTA ersen rsen 00 Persen)| 8.166.764.988 00 Persen| 8.491.764.988
DAERAH
KABUPATEMN/HKOTA
Ferencanaan,
01 |zo- Penganggaran, dan 128.000.000 139.000.000
Ewaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyus o =
. . enyusun, Dokumen . Badsn Ke
o 20 o Perencanaan Perangka 3 dokumer] 63,000,000 2 dokumer) dan Politik
Dasrah =0
Kotakulon
Kab.
_ _ | ®esrdinasi PEP ASL Sadan Ke
o1 2o |02 1 dokunner] 10,000,000 DA 1 dokume ) 11,000,000 dan Politik
P ASL
o1 2a7 |0z 1 dokumer] 10,000,000 _ = 1 dokume )
Perubshsn RKA-SKPD -
Koordis i ASL
01 |zo1|oa Sorame= 1 dokumaer] 10,000,000 1 dokumer
- Koordinasi e e
o1 2407 |0s Penyusun, 1 dokumer] 10,000,000 i 1 dokume )
DPa- SKPD =
Koordinasi
o1 Z2a1|o0s & dokunner] 25,000,000 & dokumer)
Administrasi
o1 202 Keuangan Perangkar 2,782, T64.988 2. 7TBT.T64.988
Daerah




. . Praki Maju R Tah
Urusan/ Bidang Indikator Pragram/ Target Realisasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan rcinasn Miap Tencana Shan
Kode Urusan/ Program, Kegiatan/ Sub Akhir Capaian RKPD Capaian Target Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub ?{e iatan Periode 'l:hun 2021 RKPD Tahun Target o . Prioritas Sasaran . . Penanggung Jawab
Kegiatan g RPIMD 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana - Target Pagu Indikatif
gl 2023 Masional Daerah
Kab. Pengu.
Penyedizan Gaji dan dumlzh Qrang yang Sumedang PEM DAPATAN ASL felalz Badan Kesatuan Bangss
01 |01 202|101 © 12 E 2 TEZT ] = inta 12 bula 2727 2 .
01 |0 2020 Turizngzn ASH Z bulan 2 752 764 988 DAERAH =rn erintah n. Z bulan 2,752, 764,988 dan Politik
Lsporan
Keuangan Akhir Tahun Meningkatl
Koordinasi dan SKPD 3_ H_ ' 5 LE
a1 o |za2los Penyusunan La = asn s 1 Iagorsn 5 M DAPATAN ASL umoEr Permesintahan 1 laparan a Badan Kesstusn Bangss
“7977 |kevangan Akh apara DAZRAH elsl " o apora dan Politik
SKPD ==
dan Kolabao
SKPD
Koordinasi dan Kab. teningkatka
Penyusuna Sumbe
N U DR U st . PENDAPATAN ASL maEr _ . o |Badan kess
01 (O 202|0 2 laporan DADRAH Pemerintahan 2 laporan)| 35,000,000 dzn Politik
mielalui Inom
Bulanan/Triw Kotakulon dan Kolzbaorasi
SKPD
Administrasi
01 (01 [205 Kepegawaian 110,000,000 115,000,000
Perangkat Daerah
U U PR _ . PENDAPATAM ASL _ e |BE
01 |0 205 (02 a5 stel DADRAH a5 stel 00000000 Jar polinik
Jumlzh Dokumen
Pendat dan PEM DAPATAMN ASL
01 (01 |205(03 Pengaolahan 1 Dokurne) DAERAH 1 Dokume 15,000,000 dsn Palitik
« _ Administra o melalui Ino -
Spegaw Kepsg dan Ko
o1 o1 |zos Administrasi Umum 690,000,000 740,000,000
Perangkat Daerah
heningkatkan Penguatan
Jurnizh Pkt P PENDAPATAN ASL ke Badzn Kess
01 |01 |2:06(02 dan Perlengkapan 7 pakst a DAERAH Pemerintahan 7 pakst o dan Politik
Kantor yang Disediskan o i B
o Penyed PENDAPATAN ASL . Badan Kesatuan Bangsa
o1 |o1 06|03 1 pa [ 2 1 pa
01 |01 (208103 o) mah Tanggs pakst DAERAH I_::EI'":“nff “}i pakst dan Politik
dan Kolzbor
U U .- . PEM DAPATAMN ASL . s mmm mme | BEOEN Kesatusn Bangss
01107 208|104 || ietik kantor paket DAERAH paket B0.000.000) 12n Politik




Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan/ Bidang i Target isasi Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator P Real P I g
Kode Urusan/ Program/ " hI[E izan:rnsginﬁ Akhir ca ;:I'II;:.T{IPD Capaian Target Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub ie o Periode 1:hun sozq | RKPD Tahun | Targer - ] Prioritas Sasaran o Penanggung Jawab
Kegiatan g RPJMD 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Dacrah Target Pagu Indikatif
Peryedi Bara Jumilzh Pakst Barang ;Eb- s 5v19n;:n;k=tks_n =n Tatz
. enysciasn Bamng + ek umESENT: | pENDAPATAN ASL umas . 60000 00g| 23950 Kesstusn Bangsa
R L =n paket DAERAH paket 0000000 42 Politik
Penguatan Tata
Peny=dizan Baha Sumber Dz Kelals
PR P " " " . PEMDAPATAMN ASL mesr N . e e e | BEdEn Kesstusn Bangss
o1 |O B dan Peraturan e dokumer]| DAERAH Pemerintahan dokume 20000000 4o politik
Perundang-undangan Urndangan yvang o mielzlui Inowasi - -
dan Kolabora
Kah. Penguatan Tats
2+ o 5 1 laporan :":z:f:g ENDAPATAM ASL gflm::l'nt-h-n 1 laparan 250000000 Badsn Kesatusn Bangsa
< apara umesiang DAERAH SrmennEEnen “pors = dan Palitik
Mening katkan Pengust
_ Jumizsh Dakumen . PEM DAPATAN ASL Sumbs (E"_ Badsn Kesstusn Bangss
01 |01 21 Pen. LE Arsip 1 dokurmer E0,000,000 e Pemerintahan 1 dokurme 60000000 ,
DAERAH N . dan Politik
Dinamis pada SKPD melzlui Inowvasi
dan Kolsborasi
Jumlah Dokumen Penguatan Tata
Dukungan Pels _ Sumber Daya Kelola
PENDAPATAN A f—
o1 |o1 Sistem Permerintahan 1 dokumer] 50,000,000 _,_\_;:_'ﬂTﬂ\nE_ Pemerintahan 1 dakume 1 ang
Elektronik - me n
SKPD dan Kolabo
Pengadaan Barang
o1 |o1 |z Milik Daerah 2,856,000,000 2,000,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengustan Tata
- Kelols
PR P - . it ESE 000000 PEMDAPATAMN ASL . it v e e e | B8N Kesatuan Bangsa
o1 |O 2] Eun 56,000,000 DAZRAH Eun B00000000] L ek
Kab. Pengusatan Tats
Suresdang PEMDAPATAN AS Kelola
o1 o1 |2 30 unit ":‘-\=R,.'-\—| - Pemerintzhan 30 unit 1,1
dan Kolabor
Penyediaan Jasa
01 |01 |2 Penunjang Urusan 780,000,000 810,000,000
Pemerintahan Daerah
Jumilah Lapo Meningkatkan Pengusatan Tats
Peryedizan ) - 1] er D= elala
e =ny=di = R o o00.005 PEN DAPATAN ASL Sumaer kemiz e R __|8adan kesatuan Bangsa
o1 |o 2 i umber zporan 0,000,000 DAZRAH emerintshan zpaoran TOD0D000] Lo bk
= Air dan Listrik melalui Ino
dan Kolabor
Pengust
- Kelola
PR - - . PEMDAPATAM ASL N . e e | BEdEn Kesstusn Bangss
o1 |o 2 03 laporan DAERAH Permerintah laporan ED.DODD.DD0

Perlengkapan Kantor
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Urusan/ Bidang § Target S Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator P Real LS 1 9
Urusan/ Program)/ " Iée iZan:’DSQEHV Akhir ca :i:r:i:t:{lPD Capaian Target Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kegiatan/ Sub ?{ . Periode 'lph 2021 | RKPD Tahun | Targer o ] Prioritas Sasaran o Penanggung Jawab
Kegiatan egiatan RPIMD ahun 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana p— Target Pagu Indikatif
Kab. Pengusatan Tata
Sumedang, Kelo
2 9 lzpors 50,000,000 =dz Pemerintzhs 1 lzpora 0,000,000
2 laporan 650,000,000| Sumedang emerintzhan laporan 660,000,000 dan Politik
m n
dan Kolzbarasi
Pemeliharaan Barang
2 Milik paerah 820,000,000 500,000,000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- - . B Badan Kesatuan Bangss
- . . . 2= e
21 oz O Unit 300,000,000 O Unit 370000000 4o Ptk
Kab.
Sumedang,
Badan Kesatuan Bangsa
24 20 Unit 70,000,000| Sumedang 20 Unit 0,000,000 nee 1 Bang
dan Palitik
dan Kolzbarasi
Kab. Pengu.
I L e e Sumedang DAPATAM ASL L e o e | BT Kesstusn Banass
21 o9 unit 300,000,000 i:me:hn; DAZRAH unit 310000000) 4o Paitik
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. PR— e z"mi:fn; F— e e | Badan Kesatuan Bangsa
2 uni 50,000,000 5..m_ ang un 200,000000) 4 ook
Koy dan Kolzbarasi
PROGRAM
PEMGUATAMN
IDEOLOGI o e P
PANCASILA DAN perzen 00 persen| 1.590,000,000 00 perzen| 1.600,000,000
KARAKTER
KEBAMGSAAMN

N
[=]

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan

1.590,000,000

1,600,000,000
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]
N
[=]
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Perumusan Kebijakan

Jumilzh kebi
Teknis di B
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Urusan/ Bidang
Urusan/ Program,
Kegiatan/Sub
Kegiatan

indikator Program/
Kegiatan/ Sub
Kegiatan

Target
Alkhir
Periode
RPJMD:

Realisasi
Capaian RKPD
Tahun 2021

Prakiraan
Capaian Target
RKPD Tahun
2022

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target
2023

Pagu Indikatif

Lokasi

Masional

Kelampok
Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Perangkat Daerah

Target

Pagu Indikatif

Penanggung Jawab

=)
=]
[
=
[}

=]

Orang

PROGR AM

PEMINGHK ATAMN
PERAM PARTAI
POLITIK DAMN

LEMB AGA
PENDIDIKAN
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PENDIDIKAN POLITIK
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POLITIK

Tingkat Pendidikan dan

persen
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Pemerintahan,
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Politik
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)
[
=)
)

mom O

L]

m

5]

Qrang

le}




Prakiraan Maju Rencana Tahun

Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

Urusan/ Bidang i Target i i Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator P Real P g 9
Urusan/ Program/ n KI : r;lsgr:w’ Alkhir e e_a IiaRT{IPD Capaian Target Kelampok 2024 Perangkat Daerah
eqgl an, L apalan
Kegiatan/Sub ?{ jat Periode 1Ph 2021 RKPD Tahun Target . . . Prioritas Sasaran . . Penanggung Jawab
Kegiatan eglatan RPIMD ahun 2022 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Dacran Target Pagu Indikatif
Jumlzh Crang yang
Mengikuti Koordinasi
Pembangunan
20 450 Orang B47.005,000 r=ra 150 Orang
) - - - Berkslanjutan dan - B
Tangguh
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Situssi Politik di
PROGRAM
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Perzamtazss Orma — ~
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20 Pelaksanaan Bidang 850,000,000 200,000,000
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Sumedang e e e e s
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KUALITAS DAMN
FASILITASI
PEMAMNGAMNAN
KOMFLIK SOSIAL

kanflik lingkup

an Masional

Urusan/ Bidang . Target — Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Program, Im:lhl:kaT..z Pr}uggr:'nv’ Akhir c Re.ahs;:PD Capaian Target Kelompok 2024 Perangkat Daerah
Kegiatan/Sub gy abams S Periode | oPEN RKPD Tahun Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Kegiatan RPoMD | Yahun 2021 2022 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana p— Target Pagu Indikatif
aeral
Pembangunan
o5 |201|0z 125,000,000 PENDAPATAN ASL yang 1 Dokume 1
i < ) == DAERAH Berkslanjutan dzn srdme dan Palitik
Farkotiks Tangguh
Kerukunan Umat
Mengikuti P
di Bidang
Pembangunan
s PENDAPATAN ASL yang o
== DAERAH Berkslznjutan dzn 0 omEng
Tangguh
Moy Pemba =
Sumedzng i DAPATAN & Smmsnannen
os |z 500000000 Sumedang | PO DAPATAN ASL yang == Orang
N - L= DAERAH Berkelsnjutan dan eE dan Politik
Tarngguh
PEMIMNGKATAN
KEWASPADAAN Persentase potensi
NASIONAL DAN e ‘f‘ T
PEMINGKATAN CurTiTes: LA mmenjac persen persen £.300,000,000 100 persen| 6.620,000,000

[

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
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Sosial
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Urusan/ Bidang . Target - Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Indikator P Real P 1 a
Kode Urusan/ Program/ n I-I{e i:an:?:::"v' Akhir £a ;::;:PD Capaian Target Kelampok 2024 Perangkat Daerah
Kegiatan/Sub ?{Egiaﬁan Periode T:hun2[121 RKPD Tahun Target Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
: Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD 2022 2023 Masional Daerah
Pelaksanaan Kehizkan :;TIEPLTE? s
di Bidsng Vengra pe
Kewsspadazn Dini
Kerjz 3 Intelijsn
Permantaus 2
"m'nfr""n Z‘:_n.; Pembangunan
Asing, Tenaga Kerja b PADATAR 4 . 1
R O R i o . ENDAPATAN AS yang o 21 o | B35 K2
B |01 |06 (201)|03 ;:\:u:; :L;n.-:m-bd-;l-n E Crang 00,000,000 DAZRAH Berkslsnjutan dan E Orang 20000000 dzn Palitik
ASINg, KEwWaspadas TEn;g_.h
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Kewsspadazn, serts
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ie:l:rus:n:n Karflik di Penanganan Konflik di
mEEE Daersh
Pelskzanas Jurmlzh Orang yang
e Mengikuti Knardinasi
Koordinasi di Bidang 4i 5id " 4
- 1 Bidan ewaspadaan
Kewsspadaan Dini Dini <=r?= F
Kera Sama Intelijen dm=l'i=-n-;=rn'm' .
tauan Ora =Yen, TEmanians
. " e n_; Orang Asing Tenags Kab.
Aszing, Tenags Kerjz Keqe Asing dan Sumedang Pembangunan
Azing dan Lembags T N - Eh DARATA SL 2 Badzn Kezatuan Bangsz
g o |og |zod|oq |THTESENIEMEEE ) bags Asing 507 Orang £200,000000| Sumedang b yang 500 Orang 6,500,000,000| o MEsETAN Bang
Kewasnadas Colsts DAERAH Berkslanjutan dzn dan Palitik
swaspadaan slatan Tangguh
Perbatasan Kotakulon
Kelembzgaan Bidang ;;E:ﬂr;
Kewsspadaan, serta (;'-"pa:l
Penanganan Konflik o Penanganan Konflik di
Dzarzh Dasrah
TOTAL 18.878,769,988 19,721,764,988

101




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini akan berlaku sejak tanggal 1
Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Langkah-
langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga
pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2023 tergantung pada
sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur di
lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan dukungan pihak
lain yang berkepentingan.

Dalam kaitan itu, seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik dengan dukungan pihak- pihak yang terkait, perlu bersungguh-
sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana
yang tertuang dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
tahun 2023 agar mampu memberikan output dan hasil sesuai dengan
harapan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan
yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Sumedang. Guna pencapaian sasaran program-program
yang tertuang dalam Renja ini, seluruh jajaran Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif,
transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan
kegiatannya.

Demikian, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Sumedang tahun 2023 agar yang berkepentingan
melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sumedang, Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001

102



DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu & Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas
Pembangunan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

BABV PENUTUP

LAMPIRAN

103



KATA PENGANTAR

Puyji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun
2023, telah selesai kami susun.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 tahun 2019. Renja SKPD atau
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk
menetapkan dokumen yang memuat program, dan kegiatan yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama tahun 2022 dengan tujuannya untuk merumuskan
program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
selama tahun 2023.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan
masukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Sumedang, Desember 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA., M.Si
NIP. 19660228 199901 1 001
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